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BSTRAK 

Dengan adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 
telah membawa perubahan-perubahan dalam sistem ketatanegaraan 
Indonesia, khususnya bagi penyelenggara kekuasaan kehakiman dalam konteks 
ini terutama mengenai pengaturan hak uji  materiil terhadap Mahkamah Agung 
yang telah dipertegas dalam konstitusi tersebut. Yang menjadi pertanyaan 
bagi kita sekarang ini yaitu Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Agung 
dalam pengujian peraturan perundang-undangan pasca perubahan UUD 1945 ? 
Bagaimanakah pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undangan oleh 
Mahkamah Agung pasca perubahan UUD 1945 ? Dengan adanya penjelasan- 
penjelasan tentang hak uji materiil oleh Mahkamah Agung sebagimana telah 
penulis urai kan di dalam tesis ini, baik sebelum amandemen Undang-Undang 
Dasar 1945 dan pengaturan hak uji materiil setelah amandemen Undang- 
Undang Dasar 1945. Sehingga penulis tertarik untuk membahas tentang 
pelaksanaan hak uji  maferiil oleh Mahkamah Agung yang dimuat dalam 
penulisan tesis ini dengan judul "Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Agung 
dalam Pengujian Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang- 
Undang Dasar 1945". 

Kewenangan Mah kamah Agung dalam melaksanakan hak uji materii l 
pada saat sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, hak uji materiil 
tersebut belum terlaksana dengan baik maupun maksimal. Penulis dapat 
mengatakan demikian, karena dengan melihat beberapa faktor penyebabnya, 
yaitu antara lain bahwa pengaturan secara konstitusional, Undang-Undang 
Dasar 1945 sebelum diamandemen belum mengatur tentang hak uji materii I, 
sehingga -I-idak jelasnya pengaturan hak uji materiil yang dimiliki Mahkamah 
Agung. Tujuan hak uji  materiil diberikan untuk memperkokoh dan 
mempertegas hak, fungsi, dan kewenangan pengawasan kekuasaan kekuasaan 
kehakiman terhadap batas-batas kekuasaan pemerintah, terutama dalam 
kewenangan yang berkaitan dengan perundang-undangan. 

Dalam pelaksanaan hak uji materi i l (j-udicial review) yang di laku kan 
Mahkamah Agung pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah 
mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini tentunya dikarenakan 
pengaturan yang jelas dan tegas sebagaimana ditentukan dalam Undang- 
Undang Dasar 1945 itu sendiri. Dalam pelaksanaan kewenangan melakukan uji 
materiil Mahkamah Agung mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 
01 Tahun 2004 tentang Hak Uj i  Materiil. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Behkang Masalah 

Negara dan konstitusi merupakan suatu pasangan yang tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain. Ada korelasi antara negara dan 

konstitusi. Itulah sebabnya dalam setiap negara selalu terdapat 

konstitusi. Bangsa Indonesia sejak akan mendapat kemerdekaan tern 

berusaha untuk menyusun konstitusi. Hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya konstitusi bagi bangsa dan negara Indonesia yang baru saja 

lahir. Kesadaran ini telah dimiliki dan menjadi pandangan the founding 

fathers kita pada saat itu. 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis berfungsi 

untuk menjadi dasar konstitusional penyelenggaraan negara dan 

penyusunan ketatanegaraan Republik Indonesia baik di bidang legislatif, 

eksekutif dan yudikatif, serta pembatasan kekuasaan pada masing- 

masing lembaga negara. la memuat aturan pokok yang diperlukan bagi 

negara clan pemerintah, sebagai jabaran dari dasar falsafah negara dan 

pandangan hidup bangsa, yakni Pancasila. 



Sebagai suatu naskah yang singkat Undang-Undang Dasar 1945 

talc mungkm mengatur keseluruhan masalah-masalah ketatanegaraan. 

Oleh karena itulah pengaturan selanjutnya diserahkan kepada 

penyelenggara yang lebih rendah. Demikian pula tentang Mahkamah 

Agung. Selain ketentuan-ketentuan tersebut di atas secara 

konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tidak 

mengatur ketentuan hak uji materiil Mahkamah Agung. Maka berbicara 

mengenai hak menguji materiil di Indonesia berarti kita berbicara 

sejauhmana hak uji ini diatur dalarn konstitusi kita dan peraturan 

perundang-undangan yang lain. 

Apabila kita pelajari clan teliti Undang-Undang Dasar 1945 

(sebelum amandemen), baik dalam pasal-pasal maupun penjelasannya 

tidak kita temui ketentuan yang mengatur mengenai hak menguji 

materiil. Dengan tidak adanya penegasan mengenai hak menguji 

materiil Mahkamah Agung, maka timbul beberapa anggapan atau 

tafsiran, yaitu:' 

1. bahwa hak menguji materiil tidak diakui 

2. bahwa hak menguji materiil diakui ada. 

Dahlan Thaib, Implemeniasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Liberty, 
Yogyakarta, 1993, hlm. 65 - 66. 



Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia atau 

sering disebut sebagai Hak Menguji atau Judicial Review, tidak dapat 

dilepaskan dari kemandirian kekuasaan kehakiman (Independent 

Judiciary), karena judicial review pada dasarnya merupakan salah satu 

pelaksanaan dari fimgsi "independent judiciary ". Hak menguj i pada 

hakekatnya inherent dengan kekuasaan kehakiman. Hak menguji 

merupakan sifat pembawaaan dari tugas halcim dalam menjalankan 

fungsi menwl i .  Demi hukum itu sendiri, maka diadakan lembaga hak 

menguji oleh hakim. Suatu produk perahran perundang-undangan yang 

sudah ketinggalan zaman hams disesuaikan, harm diubah atau dicabut. 

Yang paling berwenang mengubah atau menggantinya adalah 

pembentuk undang-undang itu sendiri. Akan tetapi apabila pembentuk 

undang-undang itu sendiri tidak mampu mengubahnya, maka tugas 

hakimlah untuk menyesuaikannya dengan perkembangan, dengan jalan 

menilai, menafsirkan atau m e n g ~ j i n ~ a . ~  

2 Adnan Buyung Nasuution, Kearah Beflungsinya Hak Uji Mdil M, Artikel 
dalam majalah CSIS, Oktober 1993, hlm. 445. 

3 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Pewrdata Indinesia, Liberty, Yogyakarta, 
1998, hlm. 29. 



Sistem hukurn Negara Republik Indonesia memunglunkan 

adanya hi& uji materiil yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman 

(Mahkamah Agung), akan tetapi bukanlah semacam judicial review 

sebagaimw yang dimaksudkan di negara-negara Anglo Saxon, yaitu 

kewenangan Badan Peradilan Tertinggi di negara tersebut untuk 

menguji secara materiil keabsahan produk perundang-undangan sampai 

ketingkat Undang-Undang Dasar. Sehingga Badan Peradilan Tertinggi 

di negara Anglo Saxon disebut pula Constitution 

Untuk sistem hukum di Indonesia istilah teknis yang digunakan 

adalah hak uji materiil, yaitu kewenangan untuk menguji secara materiil 

suatu prqduk peraturan perundang-undangan tertentu, baik dalarn 

dataran undang-undang, maupun yang tingkatnya berada di bawah 

undang-undang, di mana peraturan tersebut bertentangan dengan 

perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 tidak menganut teori pemisahan kekuasaan, namun hak 

menguji materiil ini dapat pula dipergunakan. Hal ini dapat dibuktikan 

dengan diterimanya hak menguji materiil ini pada Seminar Hukum 

4 Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan 

Kehakiman di IndonesM, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm.109. 



Nasional ke LI pada akhir tahun 1968 di Semarang, narnun yang menjadi 

pertanyaan pada saat itu ialah terletak pada dua ha1 yaitu: 

(1) Siapakah atau lembaga apakah yang seharusnya diberi wewenang 

untuk melakukan hak uji rnateriil. 

(2) Terhadap peraturan perundang-undangan yang manakah hak uji 

materiil dapat dilak~kan.~ 

Sri Soemantri dalam bukunya "Hak Menguji Materiil di 

Indonesia" menyokong pendapat bahwa, Mahkamah Agung mempunyai 

wewenang menguji materiil terhadap peraturan perundang-undangan 

termasuk Undang-undang, dengan alasan bahwa adalah merupakan 

suatu bahaya jika Undang-undang tidak dapat di uji apakah 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau tidak Hal ini pemah 

terjadi pada masa Orde Lama dengan keluarnya Undang-undang Nomor 

19 Tahun 1964 yang di dalamnya memberikan wewenang kepada 

Presiden untuk ikut campur dalam -an peradilan.6 , 
Hak Uji Materiil Mahkamah Agung berdasarkan hasil seminar 

Hukum Nasional I1 tersebut kemudian dituangkan dalam Undang- 

undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan 

Kehaluman yang diatur dalam Pasal26 yang berbunyi: 

Dahlan Thaib, Implementasi.Op. a, hlm. 67. 
Ibid, hlm. 69. 



1. Mahkamah Agung benvenang untuk menyatakan tidak syah semua 
peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari 
Undang-undang dengan alasan bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. 

2. Putusan tentang tidak syahnya peraturan-peraturan perundang- 
undangan tersebut dapat diambil berhubungan dengan pemeriksaan 
dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundang- 
undangan yang dinyatakan tidak syah tersebut dilakukan oleh 
Instansi yang bersangkutan. 

Pengaturan dan kedudukan Mahkamah Agung pada saat sebelum 

amandemen Undang-Undang Dasar 1945 diadakan, kedudukan 

Mahkamah Agung sangat lemah pengaturannya secara konstitusional 

ha1 ini terlihat dari keberadaan Mahkamah Agung yang tidak 

independen, selalu dalam intervensi eksekutif, dan tidak jelasnya 

pengaturan mengenai hak uji materiil yang dimiliki oleh Mahkamah 

Agung, karena ha1 ini tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. 

Dapat pula terlihat bahwa sebelum dilakukan perubahan 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pengertian hak uji materiil tidak 

seluas judicial review dalam arti sebenarnya, karena hak uji materiil 

hanya terbatas pada menguji peraturan perundang-undangan di bawah 

Undang-undang, sedangkan judicial review selain menguji undang- 

undang juga dimungkinkan pula menguji Undang-Undang Dasar. 



Untuk menciptakan sistem dan mekanisme ketatanegaraan yang 

mendukung terwujudnya Mahkamah Agung (dan lain-lain Badan 

kehakiman) yang ideal maka diperlukan adanya amandemen terhadap 

Undang-Undang Dasar 1945, yakni terhadap pasal-pasal yang mengatur 

Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung (dan lain-lain Badan 

Kehakiman) serta terhadap pasal-pasal yang mengatur Lembaga 

Tertinggi Negara, dan Lembaga Tinggi Negara. 

Adapun pengertian Hak Menguji, menurut doktrin ilmu 

pengetahuan hukurn, yaitu menilai sebuah undang-undang yang dikenal 

sebagai hak menguji (toetsingrecht). Hak menguji dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu; sebagai hak menguji formal (@male toetsingrecht) 

yaitu wewenang untuk menilai apakah proses terjadinya suatu produk 

legislatif (undang-undang) sesuai atau tidak dengan cara yang 

ditetapkan. Dan hak menguji materiil (materiele toetsingrechg yaitu 

wewenang untuk menilai apakah sebuah produk legislatif dari segi 

isinya bertentangan atau tidak dengan peraturan hukum yang lebih 

tinggi. Jadi hak menguji materiil ini berkenaan dengan isi dari suatu 

peraturan dalam hubungannya dengan peraturan yang lebih tinggi 

derajatnya. Apabila sesuatu Undang-undang dilihat dari isinya 

bertentangan dengan Undang-undang Dasar, maka Undang-undang 

tersebut hams dinyatakan tidak mempunyai daya pengkat. 



Keberadaan Mahkamah Agung di Indonesia adalah merupakan 

konsekwensi dan ciri utama dari negara hukum kesejahtemn Indonesia 

yang demokratis. Namun demikian, oleh sebab kondisi saat ini 

menunjukkan kurang berfungsinya Mhkamah Agung sebagai pelaku 

kekuasaan kehakiman telah mengakibatkan timbulnya berbagai 

pelanggaran hukurn dan konstitusi yang tidak terselesaikan secara benar. 

Hal ini telah pula membawa timbulnya krisis di Indonesia. 

Dalam era reformasi ini, Mabkamah Agung secara proaktif turut 

mempelopori reformasi terutarna di bidang kekuasaan kehakiman dan 

Mahkamah Agung (dan lain-lain Badan Kehakiman). Untuk 

melaksanakan reformasi Mahkamah Agung ini, yakni untuk 

mewujudkan sebuah "Mahkamah Agung yang mampu menjadi pelaku 

kekuasaan kehakiman dalarn artinya yang luas, utuh, dan merdeka 

terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah". 

Dengan demikian hak uji materiil merupakan kewenangan yang 

diberikan kepada kekuasaan kehakiman, untuk meyatakan peraturan 

perundang-undangan yang dikeluarkan penguasa, tidak sah dan tidak 

berlaku atas alasan isi ketentuan yang terkandung di dalamnya 

bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi. Tindakan 

penguasa yang demikian dianggap bertentangan dengan doktrin ultra 



vires, karena melampaui batas kewenangan yang diberikan kepadanya. 

Tindakan itu hams dinyatakan bertentangan dengan hukurn (udawfuul) 

dan badan kekuasaan kehakiman segera memerintahkan penguasa yang 

bersangkutan untuk men~abutn~a .~  

Hak uji materiil diberikan tidak lain adalah untuk memperkokoh 

dan mempertegas hak, fungi dan kewenangan pengawasan kekuasaan 

kehakiman terhadap "batas-batas kekuasaan pemerintah" yang diberikan 

konstitusi kepadanya. Terutama untuk mengawasi batas-batas 

kekuasaan (limited power) yang berkenaan dengan kewenangan 

perundang-undangan (siatutory authority) dari pemerintah.' 

Dari beberapa kasus yang pernah te rjadi, pada urnumnya hak uji 

materiil oleh Mahkarnah Agung sulit dilaksanakan dalam praktek, ha1 

ini disebabkan karena berbenturan dengan pengaturan dan prosedur itu 

sendiri, di mana uji materiil harus dilakukan melalui prosedur kasasi 

terlebih dahulu. Adapun pengaturan hak uji materiil oleh Mahkamah 

Agumg selama ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan 

yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Undang-undang 

Nomor 14 Tahun1985 tentang Mahkarnah Agung. 

7 Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, Op. Cit, hlm.109-110. 
8 M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem PeradiIan dun 

Penyelesaian Sengketlr, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm.45. 



Adapun kalau kita melihat ketentuan dalam Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa 

Mahkamah Agung memutus permohonan Kasasi terhadap putusan 

pengadilan banding dan tingkat terakhir dari semua lingkungan 

peradilan. Ketentuan lain adalah pada Pasal43 Undang-undang Nomor 

14 Tahun 1985 yang menyebutkan bahwa permohonan Kasasi hanya 

dapat diajukan, jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan 

upaya hukurn banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. 

Dari ketentuan dalam Pasal 43 tersebut terlihat bahwa tidak ada 

ketentuan mengenai hak uji materil harus melalui jalur Kasasi. 

Dalam ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 14 

Tahun1970 pada Pasal 26 dan Pasal 43 Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1985 maka dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan Judicial 

Review terhadap Undang-undang ke bawah harus dilakukan melalui 

prosedur kasasi terlebih dahulu. Tetapi kalau melihat ketentuan yang 

ada dalam kedua pasal tersebut di atas maka akan mengalami kesulitan 

teknis karena ketika perkara gugatan diajukan kepada Mahkamah 

Agung, maka perkara sudah harus diputus di Pengadilan Tingkat 

Pertama dan Pengadilan Tingkat Kedua. Sedangkan Pengadilan Tingkat 

Pertama, tentu akan menolak perkara gugatan yang diajukan karena 



tidak berwenang melakukan pengujian, oleh karena itu menjadi 

kompetensi absolut Mahkamah Agung. Jadi ketentuan dalam peraturan 

pemdang-undangan mengenai Judicial Review terhadap Undang- 

undang ke bawah sulit dilakukan. 

Namun dengan demikian bukan berarti hak uji materiil di 

Indonesia tidak pernah dilaksanakan. Hak uji materiil ini pernah 

dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam beberapa kasus, terutama 

berkaitan dengan pencabutan atau pembatalan SIUPP (Surat Ijin Usaha 

Penerbitan Pers) dari beberapa harian dan majalah, diantaranya adalah? 

1. Tim Judicial Review yang diketuai Harjono Tjitrosoebono selaku 

kuasa dari Surya Paloh, selaku Pimpinan Umum/Penanggung Jawab 

Harian Umurn "Prioritas" yang SJUPPnya dicabut oleh Menteri 

Penerangan Republik Indonesia, pada tanggal 29 Juni 1987 diajukan 

permohonan "judicial review " kepada Mahkamah Agung terhadap 

Permenpen Nomor l/Per/Menpen/ 1984 tentang SIUPP karena 

dianggap bertentangan dengan Undang-undang Pokok Pers 

(Undang-undang Nomor 2 111 982). 

Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, @. Cit hlm. 1 16-1 17. 



2. Majalah bent. Mingguan Tempo, Editor, dan Tabloid Detik, yang 

SIUPPnya dicabut dengan SK. Menpen Nomor 

123/Kep/Menpen/1994 pada tanggal 21 Juni 1994. dalam ha1 ini 

Goenawan Muhammad selaku PU Majalah Tempo mengajukan 

gugatan ke PTUN Jakarta. Hakim PTUN yang diketuai Benyamin 

Mangkudilaga memenangkan gugatan tersebut, yang dikuatkan oleh 

Pengadilan Tinggi TUN. Meskipun dalam tingkat Kasasi Mahkarnah 

Agung memutuskan lain yaitu membatalkan putusan PTUN Jakarta 

dan PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta, dengan 

pertimbangan yang lain. 

Pasca berkuasanya Orde Baru yang kemudian digantikan dengan 

Orde Reformasi, banyak tuntutan dilakukannya reformasi dalam segala 

bidang, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum dan sebagainya. 

Termasuk di dalamnya adalah tuntutan melakukan reformasi terhadap 

berbagai produk peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan 

dengan alam reformasi. 

Dalam perkembangan reformasi Indonesia yang menuntut 

adanya reformasi konstitusi berlangsung pada era transisi, y a h  masa 

peralihan dari pemerintah yang otoriter (kembali) menuju dernokrasi. 

Secara luas disadari bahwa konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 

1945 yang telah menjadi referensi dasar kehidupan bernegara hams 



direvisi secara menyeluruh, sebagai suatu pelopor untuk mendukung 

dan memperkuat konsolidasi demokrasi sehingga reformasi konstitusi 

merupakan prasyarat yang mutlak bagi seluruh negara yang 

menghendaki adanya perubahan, untuk menghindari adanya perubahan 

untuk mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara yang demokratis. 

Sejalan dengan perkembangan reformasi ini, dalam Sidang 

Tahunan MPR-RI Tahun 2001, malalui Ketetapan MPR Nomor 

X/MPR/2001 MPR memberikan rekomendasi kepada Mahkamah 

Agung untuk mel-n uji materiil (Judicial Review) terhadap semua 

Peraturan Daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi tanpa melalui proses peradilan kasasi. 

Rekomendasi MPR ini dikeluarkan unruk mendukung pelaksanaan 

otonomi daerah, yang belakangan nampak mengkhawatirkan karena 

beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh Daerah dalam 

rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang 

"bennasalah" karena bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi.10 

-- - 

lo Ni'matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review, UII Perss, 
Yogyakarta, 2005, hlm. 1 15. 



Setelah dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 

1945, terdapat perubahan pada pasal-pasal yang mengatur Kekuasaan 

Kehakiman yaitu dalam Pasal24 ditambahkan menjadi Pasal24A, 24B 

dan 24C dan Pasal 25. Dengan adanya perubahan (amandemen) 

terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan beberapa 

lembaga ataupun komisi-komisi dalam sistem ketatanegaraan kita telah 

menimbulkan suatu kerancuan dalam ha1 kewenangan. Seperti mengenai 

munculnya Mahkamah Konstitusi yang merupakan kernbaran daripada 

Mahkamah Agung, yang kewenangannya antara lain untuk mengadili 

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan 

sengketa wewenang antar Lembaga Negara yang kewenangannya 

diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai 

Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum serta 

mewajibkan untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan 

Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan 

atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang ~ a s a r .  ' 
Albert Hasibuan mengatakan bahwa kewenangan yang diberikan 

Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 kepada Mahkamah Agung 

(MA) sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk sebenarnya tidak tepat. 

" Pasal24 C ayat (I) dan ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945. 



Sebab, Mahkamah Agung sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang 

memutuskan perkara kasasi, sengketa kewenangan, mengadili, dan 

perkara peninjauan kembali putusan pengadilan yang memperoleh 

kekuatan hukurn tetap. Para Hakim Agung itu memang ahli di bidang 

hukum, tetapi tidak dalam ha1 interpretasi konstitusi Undang-Undang 

Dasar 1945 yang akan banyak menyinggung bidang plitik. l2 

Penjelasan atas lembaga-lembaga negara yang baru diakomodasi 

dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang sebelumnya tidak tercantum 

pada Batang Tubuh Urrdang-Undang Dasar dalam sistem ketatanegaraan 

Indonesia. Hal ini merupakan alasan, mengapa pemilihan atas 

pendeskripsian hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 

difokuskan pada pembahasan kedua lembaga negara, yakni Badan 

Legislatif dan Badan Yudikatif. Secara akademis, perjalanan terhadap 

penerapan Undang-Undang Dasar 1945 kedua lembaga tersebut tidak 

menjalankan kekuasaan yang dimilikinya sebagai lembaga perwakilan 

rakyat dan penegakan hukum, yang berhngsi mengontrol dan 

menjalankan kekuasaan legislasi dalam pembuatan peraturan 

perundang-undangan. 



Begitu juga halnya dengan badan yudikatif yang berfimgsi untuk 

melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan negara di bidang 

peraturan perundang-undangan dan peradilan masih sarat dengan 

intervensi kekuasaan eksekutif.13 Dalam perjalanan sejarahnya 

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjalankan kekuasaan 

di bidang yudikatif adalah Mahkamah Agung. Namun selama ini (dalam 

kurun waktu pemerintahan Orde Baru) terbukti Mahkarnah Agung tidak 

mampu menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, baik di bidang 

ideologi, politik, yudisial, sosial, maupun adrninistrasi masih berada di 

bawah kekuasaan eksehtif. 

Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar 1 945, maka 

pengaturan judicial review oleh Mahkamah Agung selanjutnya diatur 

&lam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) yang menegaskan, 

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- 

undang. Pernyataan tidak berlaku peraturan perundang-undangan 

sebagai hasil pengujian, dapat diambil langsung kepada Mahkamah 

Agung. Kemudian kewenangan Mahkarnah Agung tersebut juga diatur 

&lam Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah 

l3  Dahlan Thaib, Independensi dun Peran Mahkamah Agung (Kajian dmi Sudut 
Panhng Yuridis Keiatanegaraan), Jurnal Hukurn, No. 14 Vol. 7 - 2000, hlrn. 130. 



dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

sebelumnya dapat dikatakan bahwa kewenangan Mahkamah Agung 

dalam melaksanakan hak uji materiil pada saat sebelum Undang- 

Undang Dasar 1945 diamandemen, hak uji materiil tersebut belum 

terlaksana dengan baik maupun maksimal. Penulis dapat mengatakan 

demikian, karena dengan melihat beberapa faktor penyebabnya, yaitu 

antara lain bahwa pengaturan secara konstitusional, Undang-Undang 

Dasaf 1945 sebelurn diamandemen belurn mengatur tentang hak uji 

materiil, sehingga tidak jelasnya pengaturan hak uji materiil yang 

dimiliki Mahkamah Agung. Kemudian pengertian hak uji materiil yang 

kita kenal tidak seluas judicial review dalam arti sebenarnya, karena hak 

uji materiil hanya terbatas pada menguji peraturan perundang-undangan 

dibawah undang-undang, sedangkan judicial review selain menguji 

undang-undang juga dimungkdcan pula menguji Undang-Undang 

Dasar. Kemudian juga bahwa tujuan hak uji materiil diberikan untuk 

memperkokoh dan mempertegas hak, fbngsi, dan kewenangan 

pengawasan kekuasaan kekuasaan kehakiman terhadap batas-batas 

kekuasaan pemerintah, terutama dalam kewenangan yang berkaitan 

dengan perundang-undangan. Namun dapat dikatakan pula, bahwa 

selama ini Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman 



belum dapat melaksanakan kewenangannya secara luas, utuh, dan 

merdeka terlepas dari penegaruh eksekutif (Pemerintah), dan faktor- 

faktor lainnya. Maka dengan adanya amandemen terhadap Undang- 

Undang Dasar 1945 telah membawa perubahan-perubahan dalam sistem 

ketatanegaraan kita, khususnya bagi penyelenggara kekuasaan 

kehakiman dalam konteks ini terutarna mengeni pengatman hak uji 

materiil yang telah dipertegas dalam konstitusi tersebut. Yang menjadi 

pertanyaan bagi kita sekarang ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan hak 

uji materiil oleh Mahkamah Agung setelah amandemen Undang- 

Undang Dasar 1945 ? Apakah hak uji materiil yang sekarang ini sama 

dengan pengertian judicial review dalam arti sebenarnya ? Dan apakah 

yang menjadi problema bagi Mahlcamah Agung dalam melaksanakan 

hak uji materiil setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ? Dan 

lain sebagainya. Dengan adanya penjelasan-penjelasan tentang hak uji 

materiil oleh Mahkamah Agung sebagimana disebutkan di atas baik 

sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan pengaturan hak 

uji materiil setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, sehingga 

penulis tertarik untk membahas tentang pelaksanaan hak uji materiil 

oleh Mahkamah Agung yang dimuat dalam penulisan tesis dengan judul 

"Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengujian 

Peraturan Perundang-undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Dasar 



B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah &lam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian 

peraturan perundang-undangan pasca perubahan UUD 1945 ? 

2. Bagaimanakah pelaksanaan pengujian peraturan perundang- 

undangan oleh Mahkamah Agung pasca perubahan UUD 1945 ? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Dengan melihat permasalahan tersebut di atas, maka yang 

menjadi tujuan penelitiin ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah kewenangan Mahkamah Agung 

dalam pengujian peraturan perundang-undangan pasca perubahan 

UUD 1945. 

2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pengujian peraturan 

perundang-undangan oleh Mahkamah Agung pasca perubahan UUD 

1945. 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Pengembangan Ilmu Hukurn pada umumnya dan Ilmu Hukum 

Ketatanegaraan pada khususnya terutarna studi mengenai 

kewenangan Mahkamah Agung khususnya dalam ha1 judicial review 

(hak uji mated). 



2. Secara teoritis kajian ini berusaha menganalisa secara akademis 

mengenai tugas dan wewenang Mahkamah Agung dalam pengujian 

peraturan perundang-undangan pasca perubahan UUD 1945. 

3. Secara praktik kajian &lam penelitian ini dapat digunakan untuk 

memberikan kontribusi pemikiran terhadap masalah kewenangan 

dan pelaksanaan pengujian peraturan perundang-undang oleh 

Mahkamah Agung pasca perubahan UUD 1945 dan dapat dijadikan 

sebagai surnber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang 

membutuhkan. 

D. Tinjauan Pustaka 

The founding fathers (para pendiri) Negara Kesatuan Republik 

Indonesia ini sejak semula menetapkan cita-citanya untuk membentuk 

sebuah "Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia". Oleh sebab itu, 

Indonesia kini termasuk ke dalam kategori konsep Negara 

Kesejahteraan (Welfare State) atau Negara Hukum ~ 0 d e r n . l ~  Untuk 

mencapai tujuan tersebut, the founding fathers telah pula menetapkan 

Undang-undang Dasar yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang 

Dasar 1945 yang didalamnya terkandung nilai-nilai dasar dan kaedah- 

kaedah fundamental untuk mencapai pedoman dalam menata kehidupan 

bernegara. 

l4 S.F. Marbun, P d l a n  Administrasi N e g m  dan Upaya Adminisfratif di 
Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 333. 



Namun demikian, cita-cita tersebut narnpaknya sampai saat ini 

belum juga terwujud, bahkan sejak pertengahan tahun 1997 bangsa 

Indonesia dilanda krisis moneter yang berkepanjangan yang bahkan 

kemudian menjalar ke krisis ekonorni, politik, hukurn serta krisis 

kepercayaan yang akhirnya mendorong bangsa ini untuk segera 

melakukan reforrnasi. 

Dari pengalaman selama ini, kita telah dapat memetik pelajaran 

bahwa penyebab awalnya segala krisis ini adalah: 

a. Karena kurang berjalannya pemerintahan yang demokratis. 
b. Tidak ditegakannya nilai-nilai hukum dalarn kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Segala sesuatunya be rjalan 
hanya sekedar sebagai proses formalistik saja. Ada badakbdan 
permusyawaratan dan perwakilan rakyat, tetapi keberadaannya lebih 
bersifat formal institusional daripada substansial dengan jiwa dan 
semangat Undang-Undang Dasar 1945. l5 

Krisis di Indonesia ini terjadi karena adanya tatanan-tatamn 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang belurn 

sepenuhnya mengacu kepada apa-apa yang dikehendaki dan ditentukan 

oleh Undang-Undang Dasar 1945, atau jika sudah ada tatanannya 

memadai tetapi tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya karena 

iklimnya yang tidak mendukung. 

l5 Nasikun, R#onnasi, Jalan Berliku Menuju Transisi Demokratis, Dalam Jurnal 
UnisiaNo. 37KXN1998, UII, Yogyakarta, hlm. 9. 



Ada pula Mahkarnah Agung, tetapi temyata ia tidak memiliki 

kekuasaan kehakiman secara mandiri, sehingga ia tidak dapat 

menjalankan fungsi dan kekuasaannya secara utuh. Ketidakrnampuan 

Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsinya ini telah 

mengakibatkan tidak jelasnya kedudukan negara luta sebagai Negara 

Hukum yang sekaligus Negara Demokrasi. Masyarakat dan bangsa 

seolah-olah menjadi tidak memiliki pegangan, kapan dan dalam hal apa 

rakyat dapat hidup berdemokrasi, serta kapan dan dalarn ha1 apa rakyat 

hams bemegara hukum ? 

Menurut Hartono Marjono, reformasi yang kita perlukan bukan 

saja di bidang politik tetapi juga di bidang hukum dan ekonomi, dalam 

bidang hukum, banyak kita lihat sebagai titik kelemahan yang berakibat 

fatal, kelemahan itu menurut beliau, antara lain ada~ah:'~ 

1. Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang hanya 

berfmgsi sebagai penyiap naskah berdasar tinjauan akademis 

belaka. 

- - - - 

l6 Hartono Majono, Reformasi Politik Suatu Keharusun, Gema Insani Press, Jakarta, 
1998, hlm. 70-7 1 .  



2. Tidak jelasnya kedudukan Sebetariat Negara yang terkadang 

menjadi palang pintu pencegah lolosnya suatu Rancangan Undang- 

Undang yang sudah dibahas oleh berbagai instansi terkait, tetapi 

sebaliknya terkadang justru menjadi instansi yang dengan begitu 

mudah meloloskan suatu Rancangan Undang-Undang yang tidak 

diketahui oleh instansi-instansi yang terkait. 

3. Tidak jelasnya kedudukan Biro-biro Hukum yang ada di 

departemen-departemen dalam proses penyusunan sebuah 

Rancangan Undang-Undang. 

4. Tidak adanya fase pengenalan lebih dahulu kepada masyarakat 

terhadap suatu Rancangan Undang-Undang yang a h  diajukan oleh 

Pemerintah kepada DPR, seperti halnya dalam proses pembuatan 

suatu Rancangan Peraturan Daerah yang wajib dimuat dalam Berita 

Daerah agar masyarakat dapat mengetahui dan dapat memberikan 

masukan. 

5. Tidak jelasnya siapa yang menjadi instansi terakhir yang 

bertanggungjawab atas lahirnya sebuah Rancangan Undang-Undang. 

6 .  Tidak berfimgsinya tugas, wewenang dan kekuasaan kehakiman 

yang dimililu oleh Mahkamah Agung, karena selama ini Mahkamah 

Agung hanya menjalankan kekuasaan peradilan semata. 



7. Tidak adanya ""Mahkamah Konstitusi" yang benvenang menguji, 

menentukan dan menyatakan apakah suatu Undang-undang itu 

melanggar Undang-Undang Dasar atau tidak. Hak menguji 

(toestingrecht/iudiciaZ review) yang ada pada Mahkamah Agung 

hanya dapat dilakukan terhadap peraturan di bawah Undang-undang 

pun hanya &pat dilakukan melalui proses kasasi, bukan tindakan 

proaktif prakarsa Mahkamah Agung. 

8. Lemahnya proses pengundangan serta law enforcernentnya. 

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman seharusnya 

ti& hanya sekedar melaksanakan tugas yuridis semata dengan 

berkutak-katik dalam penerapan aturan hukum formal dalam 

memutus perkara yang dihadapinya, melainkan ham berpolitik dan 

menjadi pejuang ideologi. Peran politik ini meliputi keterlibatan 

Mahkamah Agung untuk secara sadar membawa perahu negara ini 

menjadi tujuan seperti tercantum dalam konstitusi. 

Sering juga dikeluhkan tentang tidak adanya kebebasan hakim 

akibat campur tangan ekstra yudicial dengan sistem pembinaan hakim 

yang dualistik, yakni pembinaan teknis yusticial berada pada Mahkamah 

Agung sedang pembinaan organisasi, administrasi dan finansial berada 

pada departemen pemerintahan. 



Dalam ha1 ini Sudikno mengatakan: 

"Bukan rahasia lagi bahwa perkara-perkara yang berbau politik yang 
salah satu pihaknya adalah pemerintah pasti dimenangkan. Orang 
yang dituduh melawan pernerintah pada umumnya dapat dipastikan 
selalu di h u h .  Diperoleh kesan bahwa, "peradilan terpimpin" 
yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964 
(Pasal 19) yang sudah tidak berlaku lagi kini hidup kembali"." 

Untuk membangun Indonesia masa depan, yakni untuk 

mewujudkan Negara Hukum Kesejahteman Indonesia maka menurut 

F.J. StaM h a m  dipenuhi syarat-syarat sebagai negara hukurn modern, 

yaitu: 

1. Negara harus melindungi hak-hak asasi manusia 
2. Hams ada pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam negara untuk 

menjamin hak-hak asasi manusia. 
3. Pemerintahan harus berdasarkan hukum. 
4. Harus ada peradilan admin6strasii1* 

Jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 

pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam negara, serta pemerintahan 

berdasarkan hukum tersebut hams pula menjamin kemerdekaan warga 

negara untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, 

menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, dan sebagainya; 

l7 Sudikno Mertokusumo, Revitalismi dun Fungsionalisasi Lembaga Peradlun, 
dalam Moh. MahfUd, Tantangan Pembangunan Indonesia, Beberapa Pandangan 
Kontemporm Dan Dunia Kampus, Ed. UII Press, Yogyakarta, 1997, hlm. 149. 

l8 S.F. Marbun, Op. Cit,  hlm. 9. 



dengan kata lain harus menjamin kehidupan berdem~krasi.'~ Untuk itu 

semua harm ada lembaga yang bertugas menegakkan konstitusi, 

demokrasi dan hukum, yaitu: Lembaga Kekuasaan Kehakiman, 

(menurut Pasal24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945). 

Hakikat dari suatu konstitusi ialah mengatur pembatasan 

kekuasaan &lam negara. Pembatasan kekuasaan yang tercanhun dalam 

konstitusi itu pada umumnya menyangkut dua ha1 yaitu pembatasan 

kekuasaan yang berkaitan dengan isinya dan pembatasan kekuasaan 

yang berkaitan dengan waktu. 

Pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isi ialah 

pembatasan yang berkenaan dengan tugas, wewenang serta berbagai 

macam hak yang diberikan kepada masing-masing lembaga; sedangkan 

pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan waktu ialah pembatasan 

yang berkenaan dengan masa jabatan yang diberikan kepada pemangku 

jabatan tertentu serta berapa kali seseorang pejabat dapat dipilih kembali 

dalam jabatan itu. 

Pembatasan kekuasaan oleh konstitusi diperlukan karena dalam 

setiap negara akan terdapat pusat-pusat kekuasaan, baik yang terdapat 

dalam supra struktur politik maupun yang terdapat dalam infra struktur 

politik. Pusat-pusat kekuasaan tersebut jelas mempunyai kekuasaan. 

l9 A. Mukti Arto, Konsepsi Ideal Mahkarnah Agung, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 
2001, hlm. 8. 



Lord Action mengatakan bahwa "Power tends to corrupt; and absolute 

power corrupts absolutely". Kekuasaan itu, bagaimanapun kecilnya, 

cenderung disalahgunakan. Semakin kuat kekuasaan semakin kuat pula 

kecenderungan penyalahgunaannya. Menyadari akan ha1 ini maka para 

pendiri negara berusaha untuk membatasi dan mencegah kemungkman 

adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang nantinya akan 

berkuasa.*' 

Konstitusi merupakan sumber utarna hukum tatanegara suatu 

negara. Oleh sebab itu, setiap konstitusi selalu mempunyai corak 

nasional dan berfbngsi sebagai dokurnen nasional. Konstitusi juga 

berfbngsi sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem 

hukum suatu negara, yalcni di negara itu sendiri. Itulah sebabnya 

sehingga setiap negara mempunyai konstitusi yang isinya berbeda-beda 

satu sama lain. Akan tetapi jika diperhatikan ternyata semua konstitusi 

itu mesti mengatur tiga kelompok materi muatan konstitusi sebagaimana 

dikemukakan di atas. 

Negara dan konstitusi merupakan suatu pasangan yang tidak 

dapat dipisahkan. Setiap negara tentu mempunyai konstitusi, meskipun 

tidak tertulis. Konstitusi mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting 

bagi negara, baik secara formil, materiil, maupun konstitusionil. 

20 Sri Soemantri, Prosedur dan Sistem Pmubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, 
1987, hlm. 4. 



Pentingnya lembaga kekuasaan kehakiman bagi suatu negara 

hukum yang demokratis konstitusional, kita mengenal dengan adanya 

tiga teori yang menjelaskan ha1 tersebut yaitu:21 

1. Menurut Teori Konstitusi, dalam suatu negara harus ada pembagian 
dan pembatasan kekuasaan negara untuk menjamin hak-hak asasi 
manusia. Selain itu hams dibentuk lernbaga-lembaga negara sebagai 
institusi .penyelenggara negara. Untuk itu semua maka diperlukan 
adanya lembaga kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk 
mengawasi jalannya hukum dan pemerintahan agar tidak 
menyimpang dari konstitusi. 

2. Menurut Teori Demokrasi Kehidupan yang demokratis itu selalu 
berada dalam negara hukum. Di dalam negara hukurn harus ada 
kekuasaan kehakiman sebagai lembaga penegak demokrasi. 

3. Menurut Teori Negara Hukurn, maka keberadaan lembaga 
kekuasaan kehakiman (pengaddan) merupakan ciri utama dan 
akarnya negara hukum. Tidak ada negara hukum tanpa ada lembaga 
kekuasaan kehakiman. Apalagi dalam negara hukum modern. 

Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai 

kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Keberadaan 

Mahkamah Agung di Indonesia merupakan konsekuensi dan ciri utama 

dari Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia yang demokratis. Narnun 

demikian, oleh sebab kondisi saat ini menunjukkan kurang berfhgsinya 

Mahkarnah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman telah 

mengalubatkan timbulnya berbagai pelanggaran hukum dan konstitusi 

yang tidak terselesaikan secara benar. Untuk itu perlu dilakukan 

redefinisi peran dan h g s i  Mahkamah Agung Republik Indonesia.?? 

A. Mukfi Arto, Op. Cit, hlm. 19. 
22 Ibid, hlm. 20. 



Redefinisi artinya perurnusan kembali.*) Dalam era ini perlu 

dilakukan redefinisi peran dan fungsi Mahkamah Agung dengan 

kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, berarti kembali kepada 

asas-asas Proklamasi, yakni kembaIi kepada cita-cita proklamasi dan 

nilai-nilai dasar Konstitusi 1945 serta tujuan negara Republik Indonesia 

dengan jiwa dan semangat yang luhur. 

Redefinisi peran clan fungsi Mahkamah Agung ini berupa 

perurnusan kembali konsepsi-konsepsi ideal tentang kedudukan peran 

dan b g s i  serta kekuasaan Mahkarnah Agung sesuai dengan semangat 

proklamasi dan konstitusi 1945 serta perkembangan yang terjadi, untuk 

membangun Indonesia masa &pan. 

Membahas rnateri tentang judicial review dalam Undang- 

. . Undang Dasar 1945 tidak dapat dilepaskan dari sejarah memberdayakan 

kekuasaan kehakiman dalarn sistem ketatanegaraan Indonesia. 

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Rapat Badan 

Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) di 

bawah pimpinan KRT. Radjiman Wedyodiningrat bersidang untuk 

membentuk Undang-Undang Dasar, pada waktu itu ternyata menolak 

23 Anton M. Moeliono, dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia, DEPDIKBUD, Balai 
Pustaka, J a k a  Cet. 4, 1991, hlm. 191. 



usul dari Moh. Yarnin, yang menghendaki agar Mahkamah Agung 

mempunyai wewenang untuk memutuskan dan menentukan suatu 

perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi atau Undang- 

Undang Dasar. 

Alasan penolakan terhadap hak uji materiil Mahkamah Agung 

oleh BPUPKI dikemukakan oleh Mr. Soepomo antara lain karena: 

"Undang-Undang Dasar yang hendak dibentuk tidak mengenal Trias 

Politika, sedangkan hak menguji materiil hanya dijumpai di negara- 

negara yang menganut Trias Politika /pemisahan kek~asaan .~~  

Sebagaimana kita ketahui Trias Politika tersebut dikemukakan 

oleh John Locke dan Montesquieu mengatakan bahwa kekuasaan dalam 

negara hams terdiri dari tiga bidang kekuasaan yaitu: 

1. Legislative power (kekuasaan untuk membentuk Undang-undang) 

2. Executive power (kekuasaan untuk melaksanakan Undang-undang; 

kekuasaan pemerintah) dan 

3. Judicative power (kekuasaan untuk mengadili atau kekuasaan 

peradilan). 

24 Siti Fatimah, Praktik Judicial Review di Indonesia: S~atu Penguntar, Pilar Media, 
Yogyakarta, 2005, hlm. x. 



Karena Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen 

tidak menganut ajaran pemisahan kekuasaan, maka dengan sendirinya 

hak uji materiil terhadap Undang-undang juga dianggap tidak 

diperlukan. Akan tetapi setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, 

kekuasaan legislatif bergeser dari tangan Presiden ke DPR. Karena itu, 

bisa dikatakan bahwa ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif dipisahkan secara tegas. Dengan demikian, argumen 

penolakan terhadap ide 'judicial review' di tingkat Undang-undang 

sebagaimana digunakan oleh Soepomo tidak dapat dipakai 

Alasan mendasar dari sudut pandang hukum tata negara 

keharusan dilakukan judicial review atau kontrol judicial terhadap 

kekuasaan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan negara adalah 

untuk mencegah lembaga tersebut melanggar norma-norma konstitusi 

terutama dalam ha1 membuat undang-undang. 

Kekuasaan kehakiman (judicative power) dalam Sistem 

Ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 

1945 telah mengalami perubahan yang mendasar, sebelum amandemen 

kekuasaan kehakiman hanya dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah 

Agung clan badan peradilan lainnya setelah Undang-Undang Dasar 1945 



diamandemenkan, maka kekuasaan kehakiman tidak hanya dilakukan 

oleh sebuah Mahkamah Agung, tetapi dilaksanakan bersama-sama 

Mahkamah Konstitusi. 

Dengan demikian kekuasaan kehakiman dalam sistem 

ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 

telah berpuncak pada dua menara yakni: Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan Pasal 24 (ayat 2) 

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. 

Baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi diberi 

kewenangan yang berbeda satu sama lain. Mahkamah Agung 

kewenangannya menyangkut hal-ha1 yang berkaitan dengan h i  dan 

menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang, 

sedangkan Mahkamah Konstitusi itu kewenangannya mengadili pada 

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 

menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, pembubaran 

partai politik, perselisihan hasil pemilu, impeachment, dan sengketa 

antar-lembaga negara. 

Khususnya menyangkut kewenangan untuk menguji undang- 

undang terhadap Undang-Undang Dasar, kekuasaan judikatif dalam 

konstitusi barn telah diberi kewenangan untuk menilai dan membatalkan 

jika produk legislatif tersebut materi muatannya melanggar norma- 

norma Undang-Undang Dasar. 



Di dalam lapangan ilmu pengetahuan hukum terutama pada 

bagian-bagian yang erat hubungannya dengan pembuatan hukum (Zaw 

makind dan pelaksanaannya flaw enforcement), masalah sumber hukurn 

merupakan suatu ha1 yang perlu untuk selalu dipahami, dianalisa dan 

ditimbulkan problema-problema dan pemecahannya, sehingga dapat 

diharapkan akan ada keserasian dengan perkembangan hukurn sesuai 

dengan kebutuhan masyarakatnya. 

Seperti yang telah penulis kemukakan di latar belakang masalah 

(sub A), tidak semua negara memberi kedudukan yang lebih tinggi 

kepada undang-undang dalam arti formil. Artinya tidak semua undang- 

undang dasar memerlukan persyaratan yang lebih berat untuk perubahan 

atau amandemennya dari pada undang-undang biasa. Dalam ha1 

demikian prosedur pembuatan, penyempumaan, dan perubahan undang- 

undang dasar adalah sama dengan prosedur pembuatan undang-undang. 

Jika pengertian ini diterapkan kepada konstitusi dalam arti luas, maka 

ini berarti konstitusi &lam bentuk apa pun (undang-undang dasar, 

undang-undang, kebiasaan, konvensi) dapat diubah dengan cara yang 

sama seperti undang-mdang biasa. Lord Bryce memberi namafleksible 

constitution kepada konstitusi yang dibuat dan diubah dengan cara yang 

sama seperti undang-undang dan rigid constitution kepada konstitusi 

yang memerlukan persyaratan lebih berat dalam prosedur perubahan. 



Pada umumnya negara-negara mengakui supremasi undang- 

undang dasar di atas segala peraturan perundang-undangan lainnya, ha1 

mana terbukti dari cam mengubahnya memerlukan prosedur yang lebih 

berat, dari pada pembuatan undang-undang. Lebih lanjut K.C. Wheare 

mengemukakan, dengan menempatkan konstitusi pada kedudukan yang 

tinggi (supreme) ada semacam jaminan bahwa konstitusi itu akan 

diperhatikan dan ditaati dan menjamin agar konstitusi tidak akan rusak 

dan diubah begitu saja secara sembarangan. Perubahannya hams 

dilakukan secara hikmat, penuh kesungguhan dan pertimbangan yang 

mendalam. Agar maksud ini dapat dilaksanakan dengan baik maka 

perubahannya pada umumnya mensyaratkan adanya suatu proses dan 

prosedur yang khusus atau i ~ t i m e w a . ~ ~  

Untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat 

&lam Undang-Undang Dasar dan peraturan perundang-undangan 

konstitusional lainnya tidak dilanggar atau disampingi (baik dalam 

bentuk perundang-undangan maupun dalam bentuk tindakan-tindakan 

pemerintah lainnya), perlu ada badan serta tata cara mengawasinya. 

Dalam literatur yang ada terdapat tiga kategori besar pengujian 

26 Bid, hlm. 67. 



peratwin perundang-undangan (dan perbuatan administrasi negara), 

yaitu:27 

1. Pengujian oleh badan peradilan oudicial review), 

2. Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (political review), dan 

3. Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara 

(adnt inistrative review). 

Baik judicial review maupun political review keduanya 

dilakukan oleh suatu badan yang di luar pembentuk undang-undang. 

Apabila pembentuk undang-undang (legislatif), yang menurut Undang- 

Undang Dasar 1945 adalah Presiden dan DPR melakukan "pengujian", 

baik atas dasar inisiatif sendiri maupun atas perintah MPR, maka ha1 itu 

bukan &lam rangka hak menguji material, melainkan suatu proses 

legislatif biasa seperti membuat, mengubah atau mencabut undang- 

undang. Apalagi dengan adanya ketentuan bahwa pernyataan tidak 

berlaku itu efektif pada saat undang-undang penggantinya berlaku. 

Dalarn perkembangan berikutnya sekarang ini telah dikeluarkan 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Undang-undang ini disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 

15 Januari 2004 dan mulai berlaku pada saat diundangkan. Dengan 

berlakunya Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang ban, maka 

'' Bagir Manan, Empat T ~ l i .  tentang Hukum, Program Pascasarjana BKU Hukum 
Ketatanegaraan, Universitas Padjaj aran, Bandung, 1995, hlm. 3. 



Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana talah diubah 

dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, yang dinyatakan tidak berlaku 

lagi (Pas8148 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004). 

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 

menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan 

oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan badan peradilan yang 

berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam 

lingkungan: 

a. Peradilan Umurn 

b. Peradilan Agama 

c. Peradilan Militer 

d. Peradilan Tata Usaha Negara. 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka ada 4 (empat) lingkungan 

peradilan di bawah Mahkarnah Agung yang secara resmi diakui dan 

berlaku di Indonesia. Sedangkan keberadaan Peradilan Swapraja clan 

Peradilan Adat sudah lama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi 

berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 

sebelumnya. 



Sekarang ini masing-masing lingkungan peradilan tersebut telah 

diatur dengan penmdang-undangan tersendiri, yaitu Mahkarnah Agung 

diatur dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah 

dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, 

Peradilan Umum diatur dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 

yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Umum, Peradilan Agama diatur dengan Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1997 dan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dengan 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian diubah dengan 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang- 

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. 

Adapun mengenai lembaga baru Mahkamah Konstitusi telah diatur pula 

dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi. 

Berbagai substansi perubahan dalam Undang-undang Nomor 5 

Tahun 2004 antara lain tentang penegasan kedudukan Mahkamah 

Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman (Pasal I), syarat-syarat 

untuk dapat diangkat menjadi hakim agung (Pasal7 ayat (I)), mengenai 



pengangkatan hakim agung tidak berdasarkan system karier (Pasal 7 

ayat (2) ) serta beberapa substansi yang menyangkut hukum acara, 

khususnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangan dalam 

melakukan hak uji terhadap peraturan perundang-undangan di bawah 

Undang-undang (Pasal3 1A ayat (1) ). 

Dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 

disebutkan bahwa, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan 

hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi. 

Dalam Undang-undang ini diadakan pembatasan terhadap perkara yang 

dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung (Pasal 45A). 

Pembatasan ini di samping dimaksudkan untuk mengurangi 

kecenderungan setiap perkara diajukan ke Mahkamah Agung sekaligus 

dimaksudkan untuk mendorong peningkatan kualitas putusan 

pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding sesuai 

dengan nilai-nilai hukurn dan keadilan dalam masyarakat. 

Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah 

semua peraturan perundangan di tingkat yang lebih rendah dari Undang- 

undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi. Putusan tentang tidak sahnya peraturan perundang- 

undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam 



tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundangan yang dinyatakan 

tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. 

Ketentuan tersebut mengatur tentang hak menguji dari 

Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berhak untuk menguji peraturan 

yang lebih rendah dari Undang-undang mengenai sah tidaknya suatu 

peraturan atau bertentangan tidaknya dengan ketentuan perundang- 

undangan yang lebih tinggi. Dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia hak menguji (judicial review) undang-undang dan peraturan 

pelaksanaan Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar sebagai 

h g s i  pokok tidak terdapat pada Mahkamah Agung. Ketentuan Pokok 

Kekuasaan kehakiman, tidak dapat memberikan kepada Mahkamah 

Agung kewenangan hak menguji, apalagi secara materiil Undang- 

undang terhadap Undang-undang ~ a s a r . ~ ~  

Hak menguji materiil Mahkamah Agung terhadap Undang- 

Undang Dasar, Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengaturnya maka 

tidak dengan sendirinya hak menguji Undang-undang terhadap Undang- 

Undang Dasar oleh Mahkamah Agung dapat dimuat dalam Undang- 

undang. Hak menguji tersebut apabila hendak diberikan kepada 

Mahkamah Agung seharusnya merupakan ketentuan konstitusional. 

28 C.S.T. Kansil, Cristine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, 
Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 198. 



E. Metode Pendekatan 

1. Objek Penelitian 

Pelaksanaan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengujian 

Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan UUD 1945. 

2. Nara Sumber 

a. Panitera Hakim Judicial Review Mahkamah Agung RI 

b. Kepala Subdit. Hukurn dan Peradilan Mahkamah Agung RI 

c. Anggota Subdit. Hukum dan peradilan Mahkamah Agung RI 

3. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung 

dari nara sumber penelitian. 

b. Sumber Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku- 

buku, peraturan perundang-undangan, surat kabar, dan dokumen 

resmi pemerintah yang ada hubungannya dengan penelitian. 

4. Tekhnik Pengumpulan Data 

a. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan 

mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung 

dengan responden. 

b. Studi Kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dengan cara 

membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang- 

undangan yang ada hubungannya dengan penelitian. 



5. Analisis Data 

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deslcriptif kualitatif 

dengan menggarnbarkan hasil penelitian yang diperoleh disertai 

dengan penjelasan secara logis dan sistematis dengan menggunakan 

metode deduktif clan induktif 

6. Metode Pendekatan 

Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu suatu rnetode pendekatan 

dengan melihat peraturan-peraturan hukum yang berhubungan 

dengan pelaksanaan clan kewenangan Mahkamah Agung dalam ha1 

Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. 



BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG NEGARA HUKUM, 

KONSTITUSI, DAN JUDICIAL REVIEW 

A. Konsepsi Negara Hukum 

Di dalam kepustakaan hukum di Indonesia istilah negara hukum 

sudah sangat populer. Pada umumnya istilah tersebut dianggap merupakan 

terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu rechstaat dan the rule of law. 

Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukurn sebab 

konsepkonsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia. Tetapi sebenarnya antara 

rechtsstaat dan the rule of law itu mempunyai latar belakang dan 

pelembagaan yang berbeda meskipun pada intinya sama-sama 

menginginkan perlindungan bagi HAM melalui pelembagaan peradilan 

yang bebas dan tidak memihak. Istilah rechtsstaat banyak dianut di negara- 

negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem civil law, sedangkan 

the rule of law banyak dikembangkan di negara-negara dengan tradisi Anglo 

Saxon yang bertumpu pada sistem common 

29 Moh. Mahhd MD, Hukum dan Piliu-pilm Demokrai, Gama Media, Yogyakarta, 1999, 
hlm. 126- 127. 
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Kedua sistem yang menjadi tumpuan kedua konsep tersebut 

mempunyai perbedaan titik berat pengopemian, civil law menitikberatkan 

pada adrninistrasi sedangkan common law menitikberatkan pada judicial. 

Sementara itu rechstaat dan rde  of law dengan tumpuannya masing-masing 

mengutamakan prinsip wehnatigheid yang kemudian menjadi rechmutigheid 

sedangkan the rule of law mengutamakan equality before the law. Dengan 

adanya titik berat dalam pengoperasian itu, maka kedua konsep tersebut 

juga merinci ciri-ciri yang berbeda. Konsep rechstaat menggariskan ciri- 

1. adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; 
2. adanya pemisahan dan pembagian kekuasan negara untuk menjamin 

perlindungan hukum; 
3. pemerintahan berdasarkan peraturan; dan 
4. adanya peradilan administrasi. 

Sedangkan ciri-ciri pada the d e  of law a~ la l ah :~~  

1. adanya supremasi aturan-aturan hukum; 
2. adanya kesamaan kedudukan di depan hukum; dan 
3. adanya jaminan perlindungan HAM. 

Dari perbedaan ciri-ciri itu dapat diidentifikasi adanya persamaan 

dan perbedaan antara keduanya. Kedua konsep tersebut sama-sama 

berintikan pada upaya memberikan perlindungan bagi HAM yang untuk itu 

harus diadakan pemisahan atau p e m m a n  kekuasaan di dalam negara 

karena dengan itu pelanggaran atas HAM &pat dicegah atau diminimalkan. 

30 Ibzii, hlm. 127. 
3' Ibid 



Tetapi dalam pelembagaan dunia peradilannya, keduanya menawarkan 

lingkungan yang berbeda: pada konsep rechstaat terdapat lembaga peradilan 

administrasi yang merupakan lingkungan peradilan yang berdiri sendiri 

sedangkan pada konsep the rule of law tidak terdapat peradilan administrasi 

sebagai lingkungan yang berdiri sendiri sebab di dalam konsep the rule of 

law semua orang dianggap sama kedudukannya di depan hukum sehingga 

bagi warga negara maupun bagi pemerintah hams disediakan peraddan yang 

sama. 

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum 

te rjadinya Revolusi 1688 hi Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad 

XVII dan mulai populer pada abad XIX. Latar belakang timbulnya 

pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang- 

wenangan di masa larnpau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum 

mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan 

masyarakat dari suatu bangsa. 

Sejarah timbulnya pemikiran atau cita negara hukurn itu sendiri 

sebenarnya sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia Ilmu Negara atau pun 

Ilmu Ketatanegaraan. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya 

dikemukakan oleh Plato &n kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh 

Aristoteles. 



Dalam bukunya Nomoi, Plato mulai memberikan perhatian dan arti 

yang lebih tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik ialah yang diatur oleh hukum." Cita Plato tersebut kemudian 

dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles, suatu negara yang baik 

ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan h ~ k u r n . ~ ~  

Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah rnanusia 

melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik 

buruknya suatu hukum. Manusia perlu di didik menjadi warga yang baik, 

yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap 

adil. Apabila keadaan yang semacam itu telah terwujud, maka terciptalah 

suatu "negara hukum, karena tujuan negara adalah kesempurnaan 

warganya yang berdasarkan atas k e a d i l a ~ ~ ~ ~  Jadi, keadilanlah yang 

memerintah dalam kehidupan bemegara. Agar manusia yang bersikap adil 

itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus didik 

meqjadi warga yang baik dan bersusila. 

32 Plato, Republik, The Modern Library, New York, hlm. 70. 
33 Aristoteles, Pditicq Benyamin J., Trans, Modem Library Book, New York, hlm. 170. 
34 Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh, Asasssas Hukum Tala Negara, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 109. 



.Pengertian negara hukum belum terdapat kesamaan pendapat antara 

para sarjana Akibatnya ialah, bahwa di Eropa dikenal dua tipe pokok 

Negara Hukum yaitu?s 

1. Type Anglo Saxon (Inggris, Amerika) yang berintikan Rule of law 

2. Type Eropa Kontinental (Jerman, Belanda, Belgia, Skandinavia), yang 

berdasarkan pada Kedaulatan Hukum (Rechsouvereniteit); jadi 

berintikan Rechstaat (Negara Hukum). 

Negara hukum yang berintikan Rule of law hams memenuhi dua 

syarat yaitu sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

Supremacy before of law . 

Artinya h u h  diberi kedudukan yang tertinggi; hukum berkuasa penuh 

atas negara dan rakyat. Konsekuensinya, negara tidak dapat dituntut apabila 

bersalah, "the state can do no wrong". Yang dapat dituntut hanyalah 

manusianya. Dalam ha1 ini negara tidak diidentikkan dengan pejabat negara; 

negara tidak dapat bersalah, yang munglun hanyalah pejabat negara. Dalam 

tipe Negara Hukum Anglo Saxon ini Negara mempunyai immuniteit 

kedaulatan, sehingga disana dikenal suatu asas yang disebut souvereinitei 

immuniteit (kekebalan kedaulatan). Dalam sistem ini hukurn tidak dapat 

diganggu. Satu-satunya badan yang dapat menyatakan suatu hukum tidak 

berlaku hanya Supreme Court (di Indonesia MA). 

35 C.S.T. Kansil, Cristine S.T. Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, Rineka 
Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 87-88. 

36 Ibid, hlm. 88-89. 



Equality before of the law 

Artinya, semua orang baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa 

adalah sama statusnya menurut pandangan hukum. Unsur ini merupakan ha1 

yang baik sebab tidak ada rasdikriminasi subjek hukum dalam hukum. Hal 

ini merupakan pencerminan dari pendirian liberalisme, individualisme, 

fieedom of individu yang meliputi; kebebasan berfikir dan sebagainya. 

Dalam tipe Negara Hukum yang berdasarkan pada kedaulatan hukum, 

hukumlah yang berdaulat. Negara dipandang sebagai subyek hukum, dan 

apabila negara salah, maka ia dapat dituntut di muka pengadilan 

sebagaimana halnya dengan subjek hukum yang lain 

Kedua tipe negara ini (Anglo Saxon dan Eropa Kontinental) adalah 

merupakan tipe pokok. Di berbagai negara lalu timbul variasi-variasi lain 

dari pengertian hukum. Meskipun sama-sama menganut Negara Hukum, 

tetapi ternyata isi mengenai pengertian negara hukum itu tidak sama pada 

setiap negara. 

Pengertian Negara Hukurn di Indonesia, menurut R. ~jokosutono" 

mengatakan bahwa Negara Hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 

adalah berdasarkan pada Kedaulatan Hukum. Hukumlah yang berdaulat. 

Negara adalah merupakan subjek hukurn, dalam arti rechtsstaat (badan 

hukum publik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum maka 

jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan 

melanggar hukum. 



Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa "negara 

berdasarkan hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka 

(machstaat). Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktivitasnya 

atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum. 

Ada beberapa ciri khas dari suatu negara hukum, yaitu: 

a. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, yang mengandung 

persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi clan 

kebudayaan. 

b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh 

suatu kekuasaan atau kekuatan apapun. 

c. Legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya. 

Konsep negara hukum yang sangat terkait dengan sistem hukum 

yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dalam literatur lama pada 

dasamya sistem hukurn di dunia dapat dibedakan oleh dua sistem hukum, 

yaitu sistem hukum Eropa Kontinental dan sistem hukum ~ n ~ l o s a r o n . ~ ~  

Sehingga kedua sistem itu seolah-olah membedah dunia hukum menjadi dua 

k ~ b u . ) ~  Sedangkan tulisan-tulisan yang datang kemudian menyebutnya 

selain kedua sistem tersebut, terdapat juga sistem hukum lain seperti hukum 

Islam, sistem hukum sosialis, dan lain-lain. 

38 Bagir Manan, Dasur-dasar Pmundang-undangm Indonesia, Ind-Hill-Co, Jakarta 1992, 
hlm. 5.  

39 Satjipto Rahardjo, Zlmu Hukum, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 307. 
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Berbicara tentang prinsip-prinsip dalam negara hukum tidak 

munglun terlepas dari konsepsi negara hukum itu sendiri. Dilihat dari 

sejarah hukum, konsep negara hukurn adalah berbeda-beda. Philipus M. 

Hadjon mengemukakan bahwa ada tiga macam konsep negara hukum, yaitu 

rechtsstaat, the rule of law, dan negara hukum ~ancas i la .~  Dewasa ini 

menurut M. Tahir Azhari4' dalam kepustakaan ditemukan lima macam 

konsep negara hukurn, yaitu: 

1. Nomokrasi Islam, adalah konsep negara hukum yang pada urnumnya 
diterapkan di negara-negara Islam. 

2. Rechtsstaat, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di negara- 
negara Eropa Kontinental, misalnya Jerman, Prancis, dan Belanda. 

3. Rule of l a w ,  adalah konsep negara h u h  yang diterapkan di negara- 
negara Anglosaxon, seperti Inggris dan Amerika Serikat. 

4. Socialist legality, adalah konsep negara hukum yang diterapkan di 
negara-negara komunis. 

5. Konsep negara hukum Pancasila, adalah konsep negara hukum yang 
diterapkan di Indonesia. 

Dari kelima konsep negara hukurn tersebut, masing-masing 

memiliki prinsipprinsip utama yang dianut, yang satu dengan yang lainnya 

dapat kita temukan persamaan maupun perbedaan. 

A d  I. Nomokrmi Islam 

Istilah Nomokrasi Islam adalah untuk menyebutkan konsep negara 

hukurn dari sudut Islam atau untuk lebih memperlihatkan kaitan negara 

hukum itu dengan hukum Islam yang sumber utamanya adalah al-Qur'an 

dan Sunnah Rasul. 

. .' 40 
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, 

S-baya, 1987, hlm. 71, ddam bukunya Zairin Harahap, Hukum Acara P d I a n  Tata Usaha 
Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. 

41 M .  Tahir Azh& Negam H u h m  Suatu stud Tenfang Pn'nsip-prinsipttya Dilihai &ri 
Segi Hukurn Islam, Implementmannya pa& Pm'ode Negam Madinah &n Masa Kini, Bulan 
Bintang, Jakarta, 1992, hlm. 63. 



Islam tidak hanya berisi ajaran tentang keimanan atau akidah, 

ibadah, serta moral belaka, tetapi juga berisi ajaran tentang hukum 

sebagaimana dimaksud dalam konsep hukum modem. Islam juga 

mengajarkan masalah kekuaman kehakiman yang pelaksanaannya 

memerlukan kekuasaan negara. Oleh karena itu Islam memerintahkan 

pembentukan badan peradilan untuk menegakkan hukurn dan keadilan. 

Penegakan hukum tersebut diperlukan, karena sifat dasar manusia antara 

lain senang kepada hawa nafsy dan berpotensi untuk saling bermusuhan 

Penyelenggaraan penegakan keadilan itu dibimbing oleh hukum 

materiil (substantive law) dan hukum formil brocedure law), yang 

mempunyai hubungan amat erat satu sama lain. Hukum materiil tidak 

munglun dapat berdiri sendiri, lepas dari hukurn formil, begitu pula 

sebaliknya Maka Al-Qur'an dan Al-Hadist di samping mengajarkan asas- 

asas hukum materiil, juga mengajarkan asas-asas hukum formil. 

Dengan demikian, Islam sebenarnya sudah memberikan landasan 

yang jelas tentang masalah hukurn dan peradilan kepada seluruh umatnya, 

agar senantiasa dijadikan pedoman dan tuntutan dalam menyelesaikan 

setiap perkara yang dihadapi seseorang dalam masyarakat, baik yang 

menyangkut perkara pidana, perdata, dan lain-lainnya. 



Ad. 2. Konsepsi Rechtsstaat 

Negara hukurn rechtsstaat pada dasarnya bertumpu pada sistem 

hukum Eropa Kontinental. Ide tentang negara hukum rechtsstaat mulai 

populer pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi sosial politik di Eropa di 

dominir oleh absolutisme raja Sehingga rakyat menginginkan suatu 

perombakan struktur sosial politik yang tidak menguntungkan itu, dengan 

suatu negara hukum yang liberal, agar setiap orang dapat dengan aman dan 

bebas mencari penghidupan dari kehidupan masing-masing. 

Dua tokoh terkemukanya, yaitu Immanuel Kant dan Fredrich Julius 

Stahl, pemikiran-pemilurannya cukup mewarnai konsep negara hukum ini. 

Kant memahami negara hukurn sebagai Nachtwakerstaat atau negara 

penjaga malam, yang tugasnya hanya menjamin ketertiban dan keamanan 

masyarakat. Sehingga negara di sini sifatnya pasif, tidak ada campur tangan 

dalam bidang ekonomi. Dalam perkembangannya, peran negara seperti itu 

dianggap terlalu sempit, karena untuk mencapai kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyatnya, negara hams ikut campur tangan. Oleh karena itu, 

menumt Stahl, tugas negara tidak sekedar sebagai penjaga malam, tapi 

berkembang lebih luas dan aktif campur tangan dalam bidang ekonomi, 

sosial dan budaya. Konsepsi semacarn ini dikenal dengan istilah 

Welvaarstaat atau negara kesejahteraan. 



Karena konsep rechtsstaat di Eropa Kontinental sejak semula 

didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik, maka ciri 

individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran negara hukurn 

rechtsstaat ini. Di samping itu sistem hukum Eropa Kontinental 

mengutamakan hukum tertulis yaitu dengan cara pengkodifikasian peraturan 

perundang-undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. 

Ad. 3. Konsepsi Rule of Law 

Konsep negara hukurn yang terkenal dengan Rule of Law yang 

dipelopori oleh Dicey ini terutarna berkembang di negara-negara 

Anglosaxon. Sistem Angl.osaxon tidak menjadikan peraturan perundang- 

undangan sebagai sendi utama sistem hukumnya. Sendi utamanya adalah 

yurisprudensi. Sistem hukum Anglosaxon berkembang dari kasus-kasus 

konkret yang kemudian berubah menjadi kaidah dan asas hukum. Karena itu 

sistem ini sering disebut sebagai sistem hukurn yang berdasarkan kasus 

(case iaw system).42 

Konsep rule of law ini juga tidak membedakan kedudukan antara 

pejabat negara dengan rakyatnya, dalam arti baik rakyat maupun pejabat 

pemerintah apabila melakukan pelanggaran hukum sama-sama diselesaikan 

melalui peradilan b i a sa~umu~n .~~  Dengan demikian, putusan hakim 

mendapatkan tempat yang terhormat sebagai jaminan tertinggi dalam 

melindungi hak warga negara dalam segala ha1 yang muncul dari hukum. 

- . - -- 

42 Bagir Manan, 0'. Cit, hlm. 7. 
43 Diktat Kuliah Polilik Hukum, pengampu Prof. Dr. Soegeng Istanto, SH. 



Ad. 4. Socialist Legality 

Substansi dari negara hukurn socialist legality ini berbeda dengan 

konsep negara hukum rechsstaaf atau rule of law. Dalam negara hukurn 

socialist legality, hukum ditempatkan dibawah sosialisme. Hukum adalah 

sebagai alat untuk mencapai sosialisme. Hak perseorangan dapat disalurkan 

kepada prinsipprinsip sosialisme, meskipun hak tersebur patut mendapat 

perlindungan. Tradisi hukum sosialis bukan didasarkan pada peranan 

peraturan perundang-undangan atau yurisprudensi, melainkan pada dasar 

kebijaksanaan ekonomi dan sosial. Menurut pandangan ini, hukum adalah 

instrumen (alat) kebijaksanaan dalam bidang ekonomi dan sosial 

(instruments of economic and social Policy).44 

Ad. 5. Negara Hukum Pancasila 

Karena Pancasila merupakan jiwa dan pandangan hidup bangsa 

yang merupakan surnber dasar tertib hukurn yang ada, maka negara hukurn 

Indonesia dapat pula dinarnakan Negara Hukum Pancasila, Salah satu ciri 

pokok dalarn negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap 

fieedom of religion atau kebebasan beragama. Kebebasan beragama di sini 

dalam konotasi positif, artinya tiada temapat bagi ateisme. Negara Hukum 

Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerulcunan secara 

terpadu. Kepentingan rakyat banyak lebih diutamakan, namun harkat dan 

martabat manusia tetap dihargai. 

44 Bagir Manan, Pertumbuhan dun Perkembangan Konstitusi Suatu Negara, Mandar 
Maju, Bandung, 1995, hlm. 18. 
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Menurut M. Tahir Azhari, konsep negara hukum Pancasila 

mempunyai ciri-ciri pokok sebagai b e r i k ~ t : ~ ~  

a. Ada hubungan yang erat antar agama dan negara 
b. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa 
c. Kebebasan beragama dalam arti yang positif 
d Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang 
e. Asas kekeluargaan dan kerukunan 
f. Sistem konstitusi 
g. Persamaan dalam hukum 
h. Peradilan bebas 

Dengan demikian, Indonesia mempunyai konsep negara hukum 

sendiri, yaitu Negara Hukum Pancasila. 

B. Teori Konstitusi 

Istilah Konstitusi berasal dari bahasa Perancis (constituer) yang 

berarti membentuk. Pemakaian istilah Konstitusi yang dimaksudkan ialah 

pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.46 

Dalam bahasa latin, kata Konstitusi merupakan gabungan dari dua 

kata, yaitu Cume dan Statuere. Cume adalah sebuah preposisi yang berarti 

"bersarna dengan .....", sedangkan Statuere berasal dari kata Sta yang 

membentuk kata kerja pokok Stare yang berarti berdiri atau 

mendirikanlmenetapkan Dengan demikian bentuk tunggal (Constitutio) 

berati menetapkan sesuatu secara bersama-sarna bentuk jarnak 

(Constitusiones) berarti segala sesuatu yang telah ditetaPkan.47 

45 M. Tahir Azhari, Op. Cit , hlm. 69. 
46 Wyono Projodikoro, Asas-asas Hukum Tata Negma di Indonesia, Dian Rakyat, 

Jakarta, 1989, hlm. 10. 
47 Koerniatmanto Soetoprawiro, Konstitusi: P e n g d a n  &n Perkembangan, Pro Justitia, 

No 2 Tahun V, Mei- 1987, hlm.28-29. 



Pengertian Konstitusi, dalam praktek dapat berarti lebih luas 

daripada pengertian Undang-undang Dasar. Bagi para sarjana politik istilah 

Constitution merupakan suatu yang luas, yaitu keseIuruhan dari peraturan- 

peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara 

mengikat cara-cara bagaimana sesuatu pemerintahan diselenggarakan dalam 

suatu masyarakat. 

Secara etimoIogis antara kata konstitusi, konstitusional, dan 

Konstitusionalisrne inti maknanya sama, namun penggunaan atau penerapan 

katanya berbeda. Konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan mengenai 

ketatanegaraan atau Undang-Undang Dasar suatu negara. Dengan kata lain, 

segala tindakan atau peril& seseorang rnaupun penguasa berupa kebijakan 

yang ti& didasarkan atau menyimpangi konstitusi, berarti tin* 

(kebijakan) tersebut adalah tidak konstitusional. Berbeda halnya dengan 

konstitusionalisme yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan 

jaminan hak-hak rakyat meIalui kon~titusi .~~ 

Sedangkan istilah Undang-undang Dasar merupakan terjernahan 

istilah yang daIam bahasa Belandanya Grondivet. Perkataan wet 

diterjemahkan ke dalarn bahasa Indonesia Undang-undang, dan ground 

berarti tanahldasar. Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris 

sebagai bahasa nasional, dipakai istilah Constitution yang dalam bahasa 

Indonesia disebut ~ o n s t i t u s i . ~ ~  

Tim penyusun Karnus, Kamus Besar &.ham Indonesia, Departenten Pendidkan dan 
Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, 199 1, hlrn. 52 1 .  

49 Miriam Budiardjo, Dns&ar Ilmn Pa&, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, 
hlm. 95. 



Dalam berbagai literatur hukurn tata negara maupun ilmu politik 

kajian tentang ruang lingkup paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri 

dari: 

1. Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum. 

2. Jaminan dan perlindungan hak asasi manusia. 

3. Peradilan yang bebas dan mandiri. 

4. Pertanggunaawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi 

utama dari asas kedaulatan ralcyat. 

Keempat prinsip atau ajaran di atas merupakan "maskot" bagi suatu 

pemerintahan yang konstitbsional. Akan tetapi, suatu pemerintahan (negara) 

meskipun konstitusinya sudah mengatur prinsipprinsip di atas, namun tidak 

diimplementasikan. Dalam praktek penyelenggaraan bernegara, maka 

belumlah &pat dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau menganut 

paham kons t i t~s i .~~  

Konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar dan hukum dasar yang 

mempunyai arti penting atau sering disebut dengan "konstitusi modem", 

baru muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya "Sistem 

Demokrasi Perwakilan dan Konsep Nasionalisme". Demokrasi Perwakilan 

muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan kehadiran Lembaga 

Legislatif. Lembaga ini diharapkan dapat membuat undang-undang untuk 

50 Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni'matul Huda, Teori dun Hukum Konstitusi, PT. Raja 
Grafindo Persada, Jakarta, Cet. Kedua, 2001, hlm. 2. 



mengurangi serta membatasi dominasi hak-hak raja. Alasan inilah yang 

mendudukkan konstitusi bang tertulis) itu sebagai hukum dasar yang lebih 

tinggi dari pada raja, sekaligus terkandung maksud memperkokoh Lembaga 

Perwakilan m a t .  

Konstitusi modem diharapkan bisa merupakan jaminan bagi 

pelaksanaan hak-hak asasi manusia serta paham welfaestate, sekaligus 

memberikan perlindungan secara yuridis konstitusional. Sebagaimana 

disinyalir oleh Strong bahwa tujuan pokok dari konstitusi modem adalah: to 

secure social peace and progres, sMeguard individual rights and 

promoienutional well-being. 

Hampir dapat dipastikan bahwa negara-negara di dunia wnumnya 

dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bemegara senantiasa mengacu 

kepada konstitusi. Menurut E.C.S wade dalam Constitutionul Law 

konstitusi biasanya d ia~t ikan:~~ 

"Suatu dokumen yang merupakan kerangka dasar yang menampilkan 
sanksi hukum khusus dan prinsip dari fungsi-fbngsi lembaga-lembaga 
pemerintahan negara clan menyatakan pula prinsipprinsip yang mengatur 
cara kerja lembaga ini." 

" Bid, hlm.7. 
'' E.C.S Wade dan Godkey Phillips, Codtutional Lmu, London: Longman Green and 

Co., hlm. 1. 



Sementara itu menurut kamus Black's Dictionary dikatakan bahwa 

pengertian konstitusi a d a ~ a h : ~ ~  

"Hukum dasar dan organik dari suatu bangsa atau n e w ,  menetapkan 
konsep, karakter, dan organisasi dari pemerintahannya, juga menjelaskan 
kekuasaan kedaulatannya dan cam dari pengujiannya." 

James Bryce sebagaimana dikutip C.F Strong dalam bukunya 

Modern Political Constitutions menyatakan konstitusi ~ ida lah:~~ 

"A Frame of political society, organized through and by law, that is to 
say one in which law has established permanent institutions with 
recognizedfinctions and dejnite rights. " 

Dari defenisi di atas, pengertian konstitusi dapat dirurnuskan sebagai 

suatu kerangka negara yang terorganisir dengan melalui hukum ha1 mana 

hukum menerz~~kan:~~ 

1. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanen. 

2. Fungsi dari alat-alat kelengkapan. 

3. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. 

Mengenai materi yang pada umumnya terdapat di dalam Undang- 

Undang Dasar ini, J.G Steenbeek mengemukakan tiga macam materi 

muatan yang bersifat pokok yang terdapat dalam konstitusi yaitu:56 

53 Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Seventh Edition, West Publishing Co., St. 
Paul MN, 1999, hlm. 306. 

54 C.F Strong, Modern Political Constitutions, Sidgwik dan Jackson Limited, London, 
1966. 

55 Dahlan Thaib, Kedaulaton Rukyat, Negara Hukum dan Konstitusi, Liberty, 
Yogyakarta, Cet.Kedua, 2000, hlm. 16. 

s6 J.G Steenbeek, De Beprode Groundwet, Inaugurele Rede, Vuga BoekerijJUitgeverij 
Vuga N.V S-Gravenhage, 1967, hlm. 12. dalam Sri Soemantri, Prosedur. ..Up. at, hlm. 45. 



1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara. 

2. Ditetapkan susunan ketatanegaraan yang bersifat fundamental; dan yang 

3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga 

bersifat fundamental. 

Dengan demikian apa yang diatur di dalam konstitusi merupakan 

penjabaran dari ketiga masalah tersebut. 

Mengenai hal-ha1 yang diatur di dalam konstitusi ini, C.F Strong 

mengatakan bah~a:'~ 

"Konstitusi dapat dikatakan sebagai suatu himpunan prinsipprinsip, 
yang mengatur kekuasaan pemerintah dan hak-hak yang diperintah serta 
hubungan antara keduanya." 

Dengan dernikian menurut C.F Strong sebagai asas-asas mengatur tiga hal:58 

1. Kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas). 

2. Hak-hak yang diperintah. 

3. Hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah. 

Dari konsep konstitusi menurut C.F Strong tersebut dapat 

disimpulkan bahwa posisi atau kedudukan konstitusi adalah dimaksudkan 

untuk membatasi wewenang pemerintah dan penguasa, mengatur jalannya 

pemerintahan dan menjamin hak-hak rakyat. 

'' C.F Strong, Op. Cit , hlm. 65. 
s8  bid 



Apabila pendapat Steenbeek di atas diperbandingkan dengan Strong, 

secara umum dapat dikatakan bahwa antara keduanya tidak terdapat 

perbedaan yang mendasar. Dalam pada itu, K.C Where mengartikan 

konstitusi sebagai: the whole system of government of a country, the 

collection of rules which establish and regulate or govern the government.59 

Dari pendefenisian ini dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem 

ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan pemturan-peratman yang 

membentuk, mengatur dan memerintah dalam pemerintahan suatu negam. 

Dalam kenyataannya konstitusi ini dapat diklasifikasi ke dalarn tiga 

bentuk konstitusi. Ketiga bentuk itu antara lain? 

1. Konstitusi yang fleksibel flexible constitution), yakni konstitusi yang 
tidak didefenisikan dalam bentuk dokumen tertentu, tetapi dapat juga 
ditentukan dari hukum yang lain. 

2. Konstitusi yang rigid (rigid constitution), yakni suatu konstitusi yang 
diwujudkan dalam penetapan secara khusus dan tertentu. 

3. Konstitusi yang tidak tertulis (unwritten contitution), yakni kebiasaan 
dan nilai, yang rnana beberapa diekspresikan dalam statutes, yang 
menetapkan hukum dasar dan organik negara yang tidak mempunyai 
konstitusi. 

59 K.C Where, Modern Codtutiom, Oxford University Press, New York-Toronto, 1975, 
hlrn. 1. 

Bryan Gamer, Op. Cit, hlm. 306. Lihat Sri Soemantri, Martosoewignyo, Pmepsi 
hhm@ h 4 r  dan Sistem Perubahan Konstitusi dalrun BaCang Tubuh Undag-Undong 
D u w  1945, Alumni, Bandung, 1987, hlrn. 63. 



Dalam ha1 perubahan konstituai C.F Strong menyebutkan ada empat 

macam cara sebagai berilc~t:~' 

1. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan 

legislatif, akan tetapi menurut pembatasakpembatasan tertentu; 

2. Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu 

referendum; 

3. Perubahan konstitusi - dan ini dberlaku dalam negara serikat - yang 

dilakukan oleh sejumlah negara-negara bagian; 

4. Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi atau 

&lakukan oleh suatu lembaga-lembaga khusus yang dibentuk hanya 

untuk keperluan perubahan. 

Konstitusi sebagai norma dasar fundhmentalnorm) dahm suatu 

negara ditentukan oleh ideologi yang melandasi negara tersebut. 

Sehubungan dengan ha1 itu konstitusi di jaman modern temasuk Undang- 

Undang Dasar 1945 dan perubahannya tidak hanya memuat aturan-aturan 

hukum, tetapi juga merumuskan prinsipprinsip hukurn, haluan negara, dan 

ptokan kebijaksanaan yang semuanya mengikat penyelenggara negara dan 

seluruh warga bangsa. 

C.F Strong, Op. at, hlm. 146-148. 



Bagir Manan mengatakan bahwa konstitusi ialah sekelompok 

ketentuan yang mengatur organisasi negara dan susunan pemerintahan suatu 

negara.62 Hakekat dari konstitusi adalah mengatur pembatasan kekuasaan 

dalam negara. Pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi itu 

pada umumnya menyangkut dua ha1 yaitu pembatasan kekuasaan yang 

berkaitan dengan isinya, dan pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan 

w a k t ~ . ~ ~  

Pembatasan kekuasaan yang berkaitan dengan isi adalah pembatasan 

yang berkenaan dengan tugas, wewenang, sertai berbagai macam hak yang 

diberikan kepada masing-masing lembaga; sedangkan pembatasan 

kekuasaan yang berkaitan dengan waktu adalah pembatasan yang berkenaan 

dengan masa jabatan yang diberikan kepada pemangku jabatan tertentu 

berapakali seseorang pejabat dapat dipilih kembali dalarn jabatan  it^.^^ 

Pembatasan kekuasaan oleh konstitusi itu diperlukan karena dalam 

setiap negara akan terdapat pusat-pusat kekuasaan baik yang terdapat dalam 

supra struktur politik maupun yang terdapat dalarn infra struk-tur politik. 

Pusat-pusat kekuasaan tersebut jelas mempunyai kekuasaan. Lord Acton 

mengatakan bahwa "Powers tends to corrupt; and absolute power corrupts 

62 Bagir Manan, Op. a, hlrn. 5.  
63 A Mukti Arto, Op. Cit, hlrn. 10. 
"  bid. 



abso~utely".~~ Kekuasaan itu, bagaimanapun kecilnya, cenderung 

disalahgunakan. Sernakin kuat kekusaan semakin kuat pula kecenderungan 

penyalahgunaannya. Menyadari akan ha1 ini maka para pendiri negara 

berusaha untuk membatasi dan mencegah kemungkinan adanya 

penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang nantinya akan b e r k ~ a s a . ~  

Konstitusi merupakan sumber utama hukum tatanegara suatu negara. 

Oleh sebab itu, setiap konstitusi selalu mempunyai corak nasional dan 

berfkgsi sebagai dokurnen nasional. Konstitusi juga berfUngsi sebagai alat 

untuk membentuk sistem politik dan sistem h u b  suatu negara, yakni di 

negara itu sendiri. Itulah sebabnya sehingga setiap negara mempunyai 

konstitusi yang berbeda-beda satu sama lain. Akan tetapi jika diperhatikan 

ternyata semua konstitusi itu mesti mengatur tiga kelompok materi muatan 

sebagaimana dikemukakan sebelumnya. 

Negara dan konstitusi merupakan pasangan yang tidak terpisahkan. 

Setiap negara tentu mempunyai konstitusi, meskipun munglun tidak tertulis. 

Konstitusi mempunyai arti dan fungsi yang sangat penting bagi negara, baik 

secara formil, materiil, inaupun konstitusionil. 

65 Arif Arham dkk, Naskuh Ramangun Perubahun Undang-Undang Dasar, Tim 
Reformasi dan KADIN DIY, Yogyakarta, 1998, hlm. 28. 

66 Sri Soemantri, Op. CiL, hlm. 4. 



Menurut penelitian Henc Van Maarseveen dan Ger Van Der Tang 

dalam studinya terhadap konstitusi-konstitusi di dunia dan yang dituang 

dalam sebuah buku dengan judul "Writen Constitution " antara lain 

1. Constitution as anatonal decoment (sebagai dokumen nasional), dan 

2. Constitution as a birth certiJicate (sebagai sertifikat kelahiran negara). 

Konstitusi sebagai dokumen nasional mempunyai fimgsi:68 

1 )  Having a constitution to show to the outside word (mempunyai kostitusi 
itu untuk menunjukkan eksistensinya kepada dunia luar); 

2) To emphatire the states own identity (yakni untuk menunjukkan 
identitas suatu negara); 

3 )  Constitution as a means of forming the state own political and legal 
system (yakni konstitusi sebagai alat untuk membentuk sistem politik 
dan sistem hukurn suatu negara). 

Konstitusi sebagai piagam kelahiran mempunyai f imgd9  

1) Constitution as a sign of adulhood and indefenden (yakni sebagai tanda 

kedewasaandan kemerdekaan suatu bangsa); 

2) Constitution as a politico and legal dokcument (yakni sabagai dokument 

politik dan dokumen hukum). 

Konstitusi juga mempunyai fungsi formil, yaitu sebagai: 70 

1) Alat untuk menunjukkan eksistensi diri kepada dunia luar; 

2) Alat untuk menunjukkan identitas diri suatu negara; 

3) Alat untuk menunjukkan kedewasaan dan kemerdekaan suatu bangsa. 

67 A. Mukti Arto, C)P.Cit. , hlm. 11 
68 Ibid, hlrn. 1 2. 
69 Ibid 
70 Ibid. 



Selain itu konstitusi juga mempunyai fungsi konstitusional yaitu 

sebagai sumber dan dasar cita bangsa dan negara yang berupa Nlai-nilai dan 

kaidah-kaidah dasar bagi kehidupan bernegara. Konstitusi selalu memuat 

cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ia mencerminkan semangat 

dan spirit yang oleh penyusunnya ingin diabadikan &lam konstitusi tersebut 

sehingga mewarnai seluruh naskah konstitusi itu 

C. Pembagian Kekuasaan Negara 

Teori mengenai pemisshan dan pembagian kekuasaan negara 

menjadi sangat penting artinya untuk melihat bagairnana posisi atau 

keberadaan kekuasaan dalam sebuah struktur kekuasaan negara. Gagasan 

mengenai pemisahan dan pembagian kekuasaan negara mendapatkan dasar 

pijakan, antara lain, dari pemikiran Jhon Locke dan Montesquieu. 

Pada mulanya teori pemisahan kekuasaan ini diintrodusir oleh John 

Locke (1632-1704). Menurutnya, kemungktnan munculnya negara dengan 

konfigurasi politik totaliter bisa dihindari dengan membatasi kekuasaan 

negara. Kekuasaan negara hams dibatasi dengan cara mencegah sentralisasi 

kekuasaan ke dalam satu tangan atau lembaga. Menurut Locke, ha1 ini 

dilakukan dengan cara memisahkan kekusaan politik ke dalam tiga bentuk, 

y h  kekuasaan legislatif (legislative power), kekuasaan eksekutif 
. - 

(executive power), dan kekuasaan federatif lfederat ive power). 

" A. Akhsin Thohari, Komis Yudisial dun Refomasi Peradilan, ELSAM, Jakarta, 2004, 
hlm 44. 



Berbicara soal pembatasan kekuasaan, maka tidak bisa lepas kita 

h a m  pula berbicara mengenai konsep pembagian kekuasaan. Konsep 

pembagian kekuasaan dalam negara tidak lepas pula kaitannya dengan teori 

Montesquieu yang populer dengan sebutan ajaran "Trias Politica". 

Sebagaimana telah diketahui, inti ajaran Trias Politica ialah adanya 

pemisahan kekuasaan dalam negara, sehingga dengan demikian 

penyelenggaraan Pemerintahan negara tidak berada dalam kekuasaan "satu 

tangan". 

Menurut konsep Trias Politica tersebut kekuasaan negara h a m  

dibagi-bagi dan dipisahkan satu sama lain dalam tiga macam kekuasaan, 

yaitu; Kekuasaan Legislatif, Kekuasaan Eksekutif, dan Kekuasaan 

Yudikatif Kekuasaan yudikatif sangat ditekankan oleh Montsquieu, karena 

pada titik inilah letak kemerdekaan individu dan jarninan terhadap hak-hak 

asasi manusia serta ingin memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi 

warga negara yang pada masa itu menjadi korban depotis raja-~-aja.~~ 

Dengan adanya pemisahan kekuasaan ini maka tidak ada carnpur 

tangan antam organ-organ negara itu dalam operasional kekuasaan masing- 

masing. Dengan sistem yang demikian maka di dalam ajaran Trias Politica 

terdapat suasana "Checks and balance", dimana di dalam hubungan antara 

lembaga-lembaga itu terdapat sikap saling mengawasi, saling menguji, 



sehingga tidak mungtun masing-masing lembaga negara itu melampaui 

batas-batas kekuasaan yang telah ditentukau Dengan demikian akan 

terdapat perimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga negara tersebutn 

Jika dikomparasikan antara konsep Locke dengan Montesqueiu, 

terlihat perbedaan antara lain: (a) menurut Locke kekuasaan eksekutif 

merupakan kekuasaan yang mencakup kekuasaan yudikatif karena 

mengadili itu berarti mel-an Undang-undang, sedangkan kakuasaan 

federatif (hubungan luar negeri) merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri; 

(b) menurut Montesqueiu, kekuasaan eksekutif mencakup kekuasaan 

federatif karena melakukan hubungan luar negeri itu termasuk kekuasaan 

eksekutif, sedangkan kekuasaan yudikatif hams merupakan kekuasaan yang 

berdiri ~endiri. '~ 

Dalarn praktik ajaran pemisahan kekuasaan ini sulit untuk dipatuhi 

secara murni. Menurut Hood Philips dalam Constitutional and 

Administrative Law (1978), bahwa pemisahan kekuasaan dengan tidak 

mengakui overlapping dan koordinasi satu sama lain dapat mernbawa 

pemerintahan kepada kekuatan (standstil~, itu sama artinya dengan 

membiarkan satu cabang kekuasaan rnenjalankan kekuasaan secara 

eksklusif yang pada gilirannya melahirkan penyalahgunaan kekuasaan. '* 

73 C. F. Strong, Op. Cit, hlm.20. 
74 Moh. MahfUd MD, Dasar dun Saukatr Ketatanegaraan Indonesiu, Liberty, 

Yogyakarta, 1993, hlm. 80-84. 
75 Iimly Asshiddiqy, Pergumulan Peran Pemerintah dan Pulemen d ?  Sejmah: 

Telaalr Perbandingan Konstitusi Berbagai Negma, Ill Pres, 19%, hlm. 60-61. 

67 



Pemikiran mengenai perlunya mekanisme saling mengawasi dan 

kerja sarna telah melahirkan teori-teuri modifkasi ata. ajaran pemisahan 

kekuasaan yaitu teori pembagan kekuasaan (distribution of power) yang 

menekankan pada pembagian fungsi-fungsi pemerintahan dan teori checks 

and balance. 

Menurut teori distribution of power pemisahan kekuasaan tetap 

dijalankan narnun dibarengi d e n p  mekanisme yang menekankan saling 

mengawasi antara cabang kekuasaan yang satu dengan cabang kekuasaan 

yang lain. Sedangkan mengenai teori perimbangan kekuasaan (checks and 

balance) yang di Amerika Serikat merupakan paksaan dari ajaran Trias 

Politika, kita dapat merujuk penjelasan Ferguson dan Mc Henry di dalam 

bukunya The American System Government (1956), menyatakan:76 

"Separation of power is implemented by an elaborate system of checks 
and balances. To mention only a few, Congress is checked by the 
requirement that laws must receive the approval of both hauses, by the 
President 's veto, and by the power of judicial review of the courts. 
The president is checked by the fact that Ize cannot enact laws, that no 
money muy be spent except in accordance with appropriations made by 
law, that Congress can everride his veto, that can be impeached, that 
treaties must be approved and appointments conJirmed by the Senate and 
by judicial review. 
The judicial branch is checked by the power retained by the people to 
amend the Contitution, by the power of the President with the advice and 
consent of Senate to appoint fact Congress can determine the size of 
courts and the limit the apellete jurisdiction of both the supreme court 
and inferior courts': 

76 Harun Al-Rasyid, Jabatan Presiden Republik Indonesia, Sebuak Zinjauan Hukum 
Tata Negara, makalah disampaikan pada Sidang Senat Terbuka dalam rangka Dies Natalis UII ke- 
56, Yogyakarta, 1 999. 



Harus diakui bahwa gagasan untuk memisahkan kekuasaan yang 

berarti pula sebagai upaya pembatasan kekuasaan, merupakan gagasan 

politik yang cemerlang. Dapat dibayangkan andaikata kekuasaan itu berada 

dalam satu tangan bukan tidak mungkin tirani dan kesewenang-wenangan 

akan timbul dari pihak yang sedang memegang kekuasaan dalam negara. 

Oleh karena itulah kekuasaan negara itu hams dicegah jangan sampai 

berada dalam satu tangan. 

Terhadap masalah ini Maurice Deverger dalam bukunya "Teori dun 

Praktek Tata Negara " mengatakan bahwa persoalan tersebut maha penting. 

Oleh karena masalah tersebut dikemukakan justru pada waktu ilmu 

pengetahuan serta praktek ketatanegaraan meletakkan pada satu tangan 

penguasa suatu maha kekuasaan yang tak dikenal oleh penindas manapun 

juga di dalam sejarah ketatar~e~araan.~~ 

Keadaan seperti tersebut diatas juga merupakan isyarat bahwa 

kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia 

tidak menganut ajaran Trias Politics. Dengan meminjam teori Jennings, 

pada umurnnya pemisahan kekuasaan dalam arti material tidak terdapat dan 

bahkan tidak pernah dilaksanakan di Indonesia. Yang ada dan dilaksanakan 

ialah pemisahan kekuasaan dalam arti formal. Atau dengan perkataan lain, 

di Indonesia terdapat pembagian kekuasaan dengan tidak menekankan 

kepada pemisahannya, bukan pernisahan kekuasaan. 

Maurice Deverger, Teori dan Praktek Tata Negara, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, 
hlm. 45. 
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Dalam suatu negara hukum sebenarnya yang penting bukan ada 

tidaknya Trim Politica, persoalannya adalah dapat atau tidahya alat-alat 

kekuasaan negara itu dihindarkan dari praktek birokrasi yang tirani dan 

otoriter. Dalam ha1 ini tidak tergantung kepada adanya pemisahan atau 

pembagian kekuasaan itu sendiri, melainkan kepada adanya sendi 

d e m o h i ,  yaitu kedaulatan rakyat. Dengan diakuinya prinsip kedaulatan 

rakyat dalam teori dan dilaGsanakan dalam praktek, maka sewaktu-waktu 

rakyat baik secara langsung maupun tidak, dapat menyatakan pendapatnya 

terhadap kekuasaan negara dengan secara terbuka dan efektifV7* 

Undang-Undang Dasar 1945 tidak menganut ajaran pemisahan 

kekuasaan (separation of power) tersebut. Pembuat Undang-Undang Dasar 

1945 tidak menghendaki agar sistem pemerintahannya disusun berdasarkan 

ajaran Trias Politica dari Montesqueiu, karena ajaran itu dianggap sebagai 

bagian dari paham liberal.79 

Soepomo selaku salah seorang perancang Undang-Undang Dasar 

1945 berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai sistem 

tersendiri, yaitu berdasarkan pembagian kekuasaan (distribution ofpower). 

78 Didi Yazmi Yunaz, Konsep Negara Hukum, Angkasa Raya, Padang, 1992, hlm. 59. 
79 Moh. Kusnardi dan Bintan Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan Menutut Sistem 

UUD 1945, PT. Gramedia, Jakarta, 1978, hlm. 34. 



D. Defenisi Judicial Review 

Di setiap negara, konsepkonsep judicial review itu sendiri berbeda- 

beda cakupan pengertiannya satu sama lain Karena itu, pengertian istilah- 

istilah itu juga tidak boleh diidentikkan antara di satu negara dengan negara 

yang lain. Misalnya, Inggris, Amerika Serikat, Kanada dan Australia, 

meskipun sama-sama menggunakan bahasa Inggris, tetapi sistem konstitusi 

dan sistem pengujian konstitusionalnya berbeda-beda satu sama lain. 

Meskipun sama-sama menggunakan istilah judicial review, tidak boleh 

dipahami seolah-olah mempunyai pengertian yang sama persis satu sama 

lain. Karena itulah pentingnya studi perbandingan, dan mempelajari teori 

hukum tata negara sebagai cabang ilmu hukurn tata negara umum serta teori 

konstitusi pada urnwnnya dari pada hanya terpaku pada pengertian hukum 

tata negara dan hukum konstitusi sebagai hukum positif 

Oleh karena itu, sebaiknya dibedakan dan dipahami benar secara 

tepat antara subjek yang menguji, objek norma yang diuji, proses atau 

kegiatan yang dinamakan pengujian aspek-aspek mengenai tempo atau 

waktu pengujiannya, dan lain-lain sebagainya. Keseluruhan konsepsinya itu 

sendiri sebaiknya disebut sebagai upaya pengujian norma hukum, sehingga 

tidak perlu lagi salah kaprah menggunakan istilah "hak uji" dan "hak 

menguji". Sebaiknya kita perlu berhati-hati dalam menggunakan istilah 

asing dan mengartikannya ke dalam bahasa Indonesia. Sebab setiap istilah 

berasal dan sistem hukurn yang satu sama lain berbeda pula pengertiannya 

sesuai dengan corak sistem yang terkandung di dalarn pengertian istilah itu. 



Dalam konteks Indonesia, secara hukum penataan kehidupan 

ketatanegaraan dimulai dengan menata sistem hukum yang meletakkan 

konstitusi pada peringkat teratas tata hukum yang berlaku, artinya tidak 

boleh ada peraturan hukum, khususnya peraturan perundang-undangan yang 

menyimpang atau bertentangan dengan konstitusi. Untuk menjamin prinsip 

tersebut, idealnya tersedia mekanisme untuk memutuskan atau menetapkan 

setiap peraturan perundang-undangan termasuk produk hukum MPR yang 

dikategorikan tidak berkesesuaian dengan konstitusi. Hal demikian ini 

merupakan konsekuensi logis dari dianutnya ajaran tata urutan pertingkatan 

peratwan pnmdang-undangdn (stujhenbau des rechf). 

Pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia atau sering 

disebut sebagai Hak Menguji atau Judicial Review, tidak dapat dilepaskan 

dari kernandirian kekuasaan kehakiman (independent judiciary), karena 

Judicial Review pada dasarnya merupakan salah satu pelaksanaan dari 

fimgsi "independet j~d ic iary" .~~  Hak menguji pada hakekatnya inherent 

dengan kekuasaan kehakiman Hak menguji merupakan sifat pembawaan 

dari tugas hakim dalam menjalankan fimgsi mengadili. Demi hukum itu 

sendiri, maka diadakan lembaga hak menguji oleh hakim. Suatu produk 

peraturan perundang-undangan yang sudah ketinggalan zaman hams 

disesuaikan, harus diubah dan dicabut. Yang paling berwenang untuk 

so Adnan Buyung Nasution, Op. Cit , hlm. 445. 



mengubah atau menggantinya adalah pembentuk undang-undang itu sendiri. 

Akan tetapi apabila pembentuk undang-undang itu sendiri tidak mampu 

mengubahnya, maka tugas hakidah untuk menyesuaikannya dengan 

perkembangan, dengan jalan menilai, menafsirkan atau mengujinYa.'' 

Untuk sistem hukum di Indonesia istilah teknis yang digunakan 

adalah hak uji materiil, yaitu kewenangan untuk menguji secara materiil 

suatu produk peraturan perundang-undangan tertentu, baik dalam dataran 

undang-undang, maupun yang tingkatnya berada di bawah undang-undang, 

di mana peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang- 

undangan yang lebih tinggi. 

Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 

1945, pengertian h a .  uji materiil tidak seluas Judicial Review dalam arti 

yang sebenarnya, karena hak uji materiil hanya terbatas pada menguji 

peraturan perunclang-undangan di bawah .undang-undang, sedangkan 

Judicial Review selain menguji undang-undang juga dimunglunkan pula 

menguji Undang-undang. 

Meskipun belum ada defenisi yang baku mengenai Judicial Review 

di Indonesia, tetapi pada umumnya Judicial Review diberi pengertian 

sebagai "hak uji materiil", yaitu "wewenang untuk menyelidiki, menilai, 

apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan 

*' Sudi io  Mertokusumo, Op. Cit 



dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan 

tertentu (verodenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan 

te r ten t~" .~~ 

Miriam Budiardjo menyatakan bahwa hak menguji (toetsingrecht) 

berkaitan dengan apakah undang-undang yang lebih rendah dari undang- 

undang sesuai atau tidak dengan undang-undang yang bersangkutan. 

Menurut Bintan R. Saragih konsep Judicial Review diberi pengertian seperti 

Amerika, yaitu hak menguji yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk 

menilai secara materiil apakah suatu undang-undang bertentangan atas tidak 

dengan konstitusi. Bersamaan dengan itu, Mahkarnah Agung juga memiliki 

hak untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak 

berlaku atau tidak sah kerena bertentangan dengan k~ns t i tus i .~~  

Dari tiga konsep di atas, dapat ditarik satu defenisi bahwa Judicial 

Review adalah hak uji materiil yang melekat pada Mahkarnah Agung 

sebagai lembaga legislatif untuk menguji, menilai, menyatakan sah atau 

tidaknya suatu peraturan perundang-undangan dengan ukuran konstitusi, 

apabila sesuai, maka peraturan tersebut dapat dijalankan, tetapi apabila 

bertentangan, maka Mahkamah Agung dapat menyatakan tidak sah dan 

tidak dapat diberlakukan. 

Bintan R. Saragih, Dimensi Konstitusional Judicial Review, dalarn Konstitusionalisme 
Perm DPR dan Judicial Review, diedit oleh Benny K. Harirnan dan Hendardii JARlM dan 
YLBHI, Jakarta, 1991, hlrn. 97. 

83 Ibid, hlrn. 98. 



Menurut Jimly Asshiddiqie, secara tekhnis pengertian Judicial 

Review adalah lebih luas dari pada pengujian peraturan Judicial Review 

berarti peninjauan kembali; menilai kembali; atau menguji kembali. Dalam 

literatur Inggris, Judicial Review termasuk semuanya yaitu kegiatan menilai 

norma-norma hukum baik dari legislatic pejabat hukum atau pejabat tata 

usaha negara dan h~kum.'~ 

Untuk menjaga agar kaidah-kaidah konstitusi yang termuat dalam 

Undang-Undang Dasar dan p e r a m  penmdang-undangan konstitusional 

lainnya tidak dilanggar atau disimpangi (baik dalam bentuk peraturan 

penmdang-undangan maupun dalam bentuk tindakan-tindakan pemerintah 

lainnya), perlu ada badan serta tata cara mengawasinya. Dalam literatur 

yang ada terdapat tiga kategori besar pengujian peraturan perundang- 

undangan, yaitu:85 

1. Pengujian oleh badan peradilan (judicial reviav), 

2. Pengujian oleh badan yang sifatnya politik (political review), dan 

3.  Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (administrative 

review). 

- - 

84 Jimly Asshiddiqie, Pembukaan Kuliah Program D o h  (3-3) flmu Hukum, UII 
Yogyakarq 2 Oktober 2004. 

85 Bagir Manan, Up. at, hlm. 3. 



Persoalannya adalah lembaga negara atau badan manakah yang 

mempunyai wewenang untuk menguji tersebut. Terhadap ha1 ini rnasing- 

masing negara mempunyai cara atau sistem sendiri-sendiri. Menurut 

konstitusi Amerika Serikat hak menguji ada pada Supreme Court, 

sedangkan menurut Perancis ada pada Constitutional Council. Ada juga 

negara yang langsung menyerahkan kepada m a t ,  yaitu dengan cara 

referendum (referendum fakultatif), misalnya di Negara Swiss. Hal ini 

mudah dilakukan karena Swiss negaranya tidak begitu luas dan jumlah 

rakyatnya tidak begitu banyak. 

Pada prinsipnya, Mahkamah Agung memiliki kewenangan 

melakukan hak uji baik secara formil maupun materiil terhadap peraturan 

perundang-undangan yang lebih rendah dari Undang-undang. Mengenai hak 

uji materiil sudah diatur dengan jelas dalam beberapa peraturan perundang- 

undangan di atas, sehingga sudah cukup kiranya tidak perlu diperdebatkan 

secara panjang lebar. 

Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengatur ketentuan 

hak uji Mahkamah Agung, namun ditinjau dari segi hukum tata negara 

maupun pendekatan konstitusi, tidak dibenarkan suatu produk peraturan 

maupun undang-undang yang tidak dibuat menurut tata cara atau prosedur 

yang ditentukan. Setiap peraturan maupun undang-undang yang 

pembuatannya menyalahi prosedur, adalah tindakan "inkonstitusional ". 

Oleh karena itu pembuatannya adalah illegal. 



Dokumen perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang 

dihasilkan Sidang Tahunan MPR pada Agustus 2001 yang lalu, mencatat 

hasil penting dengan diakuinya lembaga yudicial review di dalam Undang- 

Undang Dasar 1945. Perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 juga 

memperkenalkan Iembaga baru kenegaraan yang diberi legotimasi untuk 

melakukan uji materil, yaitu Mahkamah Konstitusi. lnilah tonggak barn 

pelembagaan hukum di Indonesia. 

Sebagai komparasi, dibeberapa negara yang konstitusinya mengakui 

hak judicial review juga ditemui Iembaga khusus semacarn Mahkamah 

Konstitusi ini, seperti ~o&itutional Court di Itali; Counstitutionul Council 

Prancis; dan Counstitutional Court di ~errnan.'~ 

Di Indonesia, setelah diamandemennya Undang-Undang Dasar 

1945, kegiatan pengujian undang-undang dilakukan oleh Mahkamah 

Konstitusi dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi melakukan 

pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 

Sedangkan Mahkamah Agung melakukan pengujian terhadap undang- 

undang ke bawah. 

86 Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Perahran Pengganti Undang- 
undang, UMM, Malang, 2003, hlm. 66. 

77 



E. Urgensi Judicial Review 

John Henry Marryman dalam bukunya The Civil Law Tradition 

mengemukakan ada dua strategi pembangunan hukum yaitu strategi 

pembangunan hukum yang responsif dan strategi pembangunan hukum 

yang ortodoks. Strategi pembangunan hukum yang responsif adalah strategi 

pembangunan hukum yang mengundang secara terbuka par&,ipasi 

masyarakat dan lembaga peradilan, sedangkan strategi pembangunan hukum 

yang ortodoks adalah startegi pembangunan hukum yang menganut pola 

yang sebaliknya. Karena kesamaan beberapa elemen substansinya, strategi 

pembangunan hukum yang responsif dapat disamakan dengan strategi dan 

watak populistik atau hukum yang otonom, sedangkan pembangunan 

huhun yang ortodoks dapat disamakan dengan strategi dan watak 

konse~ativ atau hukum yang menindas8' 

Para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa urgensi Judicial 

Review adalah sebagai alat kontrol terhadap konsistensi antara produk 

perundang-undangan dan peraturan-peraturan dasamya, untuk itu 

diperlukan Judicial Activism.. 

Menurut Moh. ~ahfkd," minimal ada tiga alasan yang mendasari 

pernyataan pentingnya Judicial Activism: 

87 Moh. Mahfud MD, Hukum dun Pilar-pilar.. . Op. Cit , hlm. 325-326. 
88 Ibia!, hlm. 327-328. 



Pertama, hukurn sebagai produk politik senantiasa memiliki watak 

yang sangat ditentukan oleh konstelasi politik yang melahirkannya. Hal ini 

memberi kemungkinan bahwa setiap produk hukum akan mencerminkan 

visi clan kekuatan politik pemegang kekuasaan yang dominan (pemerintah) 

sehingga tidak sesuai dengan hukum-hukurn dasarnya atau bertentangan 

dengan peraturan yang secara hirarkis lebih tinggi. 

Kedua, karena kemunglunan, sering terjadi ketidaksesuaian antara 

produk peraturan-peratwan hukum yang lebih tinggi, maka muncul berbagai 

alternatif untuk mengantisipasi dan mengatasi ha1 tersebut rnelalui 

pembentukan atau pelembagaan Mahkamah Konstitusi, MaManah 

Perundang-undangan, Judicial Review, uji materiil oleh MPR dan lain 

sebagainya. 

Ketiga, dari berbagai alternatif yang pernah ditawarkan, 

pelembagaan Judicial Review adalah lebih konkrit bahkan telah dikristalkan 

di dalam berbagai peraturan perundang-undangan kendati cakupannya 

masih terbatas sehingga sering disebut sebagai Judicial Review terbatas. 

Namun, tidak sedikit orang yang mengira bahwa dari penerimaan terbatas 

terhadap Judicial Review yang benar-benar dapat dilaksanakan dan telah 

mendapat akomodasi pengaturan yang cukup. Padahal ketentuan tentang 

Judicial Review yang ada di berbagai peraturan perundang-undangan itu 

mernuat kekacauan teoritis yang sangat mendasar sehlngga tidak dapat 



dioperasionalkan. Oleh karena itu diperlukan perombakan total terhadap 

peraturan-peraturan mengenai Judicial Review, termasuk Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993. 

Pendelegasian perundang-undangan yang diberikan kepada 

pemerintah dapat membuka peluang yang besar untuk membuat peraturan 

perundang-undangan sebagai peraturan pelaksana lebih lanjut dari setiap 

undang-undang. Hal ini juga akan membuka kemunglunan bagi 

diciptakannya peraturan perundang-undangan yang sebenarnya tidak sesuai 

bahkan mungkm bertentangan dengan Undang-undang yang diatur lebih 

lanjut atau lebih tinggi, oleh sebab itu, untuk menjamin tertib tata hukum, 

perlu dilembagakan atau diefektifkan pelaksanaan Judicial Review atau hak 

uji materiil oleh lembaga yang b e r ~ e n a n ~ . ~ ~  

Selanjutnya dalam ran& tertib tata hukum, meskipun tidak ada 
. , ., 

ketentuan eksplisit di dalarn Undang-Undang Dasar 1945, hak menguji 

materiil terhadap Undang-undang itu perlu dikembangkan di Indonesia. 

Dengan tidak dicantumkannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bukan 

berarti dilarang untuk dilembagakan seperti halnya pelembagaan atas 

pemilu atau hal-ha1 lainnya. Bahkan Sri Soemantri berpendapat bahwa 

Undang-Undang Dasar 1945memberi peluang bagi pelaksanaan hak uji 

89 Moh. Mahfid MD, Perkembangan PoliaiR Hukum Siudi tentang Pengaruh 
Konjigurasi Politik Produk Hukum, Disertasi Doktor, 1996. 
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materiil terhadap Undang-undang, karena undang-undang bukanlah produk 

pelaksanaan kedaulatan rakyat. Urgensinya adalah agar undang-undang 

yang sebenarnya merupakan produk politik itu dapat dikontrol konsistensi 

dan relevansinya dengan Undang-Undang Dasar atau dengan Tap MPR. 

F. Judicial Review dalam Konteks Negara Hukum 

Sering diperdebatkan bahwa dalam suatu negara hukum, sudah 

seharusnya kekuasaan kehakiman diberi wewenang judicial review untuk 

menguji materi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan 

cara itu, prinsip kedaulatan rakyat dapat berkembang seimbang dengan 

prinsip kedaulatan hukum, atau sebaliknya prinsip kedaulatan hukum 

(supremacy of law atau nomokrasij diimbangi dengan prinsip kedaulatan 

rakyat (demokrasij. Karena itu penting artinya untuk memberikan 

kekuasaan menguji kepada Mahkamah Agung terhadap semua produk 

undang-undang dengan menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai 

patokan. 

Sejarah mengenai hak uji terhadap praturan perundang-undangan 

dimulai dari Amerika Serikat melalui kasus Madison vs Marbury pada tahun 

1803. halum Agung John Marshall dalam memutus kasus tersebut 

menyatakan bahwa undang-undang negara bagian sebagai undang-undang 

yang tidak sah dan bertentangan dengan konstitusi Amerika ~ e r i k a t . ~  

Bambang Sutiyoso, Sri Hastuti Puspitasari, Op. CCit, hlm. 110. 



Dalam sebuah negara hukum, keberadaan Judicial Review sangat 

penting dalam rangka mengontrol kekuasaan pemerintah agar tidak 

bertentangan dengan konstitusi. Kajian mengenai Judicial Review terkait 

serta dengan konsep negara hukum. Karena Judicial Review merupakan 

suatu yang hams ada dalam negara hukum 

Gagasan awal tentang negara hukurn pertama kali dikemukakan oleh 

Aristoteles pada zaman Yunani Kuno 300 SM. Ia menyatakan bahwa yang 

memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil. 

Keadilanlah yang memerintah clan keadilan hams terjelma dalam kehidupan 

bernegara. Aristoteles mensejajarkan hukum (keadilan) dengan akal 

(kecerdasan) dan bahkan dewa, sehingga barang siapa memberi tempat bag  

hukum untuk memerintah, berarti ia telah memberi tempat bagi dewa dan 

akal serta kecerdasan untuk memerintah, berarti pula telah rnemberi tempat 

bagi binatang buas, sebab menurut Aristoteles betapapun bijaksananya 

manusia, ia tetap memililci keinginan dan nafsu yang dapat mendorongnya 

menjadi binatang buas dan menjadi makhluk yang paling rendah. Dengan 

demikian hukumlah yang patut memiliki kedaulatan tertinggi dan hukurnlah 

yang layak menjadi sumber kekuasaan dalam suatu negara. Ide negara 

hukum Aristoteles menekankan pada hukum yang substansinya adalah 

"keadilan". Hukurn sebagai ius, iustitia, recht atau right artinya hukum 

mengandung prinsip-prinsip atau asas-asas bernilaikan "keadilan". Jadi 



hukurn itu pertama-tama berarti adil atau hukurn karena adanya keadilan 

(ius quia iustwn). Penekanan substansi hukum sebagai keadilan sangat 

penting untuk membedakannya dengan undang-undang (wet/Zex/Zaw). 9' 

Konsep demokrasi yang lahir dari pemikiran mengenai hubungan 

negara hukum di zaman Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup 

bernegara abad ke-4 SM sampai 6 Masehi, dilihat dari pelaksanaannya, 

demokrasi yang dipraktikkan bersifat langsung (direct democracyl, artinya 

hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dilakukan secara 

langsung tanpa perwakilan. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal. 

Pertarna, karena wilayah -Yunani Kuno bersifat negara kota @ity state), 

kedua, penduduknya masih sedikit. Ketiga, persoalan yang dihadapi masih 

sangat sederhana. Keempat, hanya ada sebagian penduduk atau warga yang 

memikirkan negarag2 

Pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut didasarkan atas 

suatu teori rasionalitas yang urnumnya dikenal sebagai kontrak sosial 

(social contract). Salah satu asas dari gagasan kontrak sosial adalah bahwa 

dunia dikuasai oleh hukwn yang timbul dari alam (yang mengandung 

prinsipprinsip keadilan yang universiil, artinya berlaku untuk semua waktu 

serta semua manusia, apakah dia raja, bangsawan atau rakyat jelata. Hukurn 

ini dinamakan natural law (hukum alam, ius naturale). Unsur 

S.F. Marbun, dalam: J.H. Rapar, Filsafat Politik Ariscoteles, Rajawali Pers, Jakarta, 
1988, hlm. 63-64. 

92 IzJid 



Universalisme ini diterapkan pada masalah-masalah politik. Teori kontrak 

sosial beranggapan bahwa hubungan antar raja dan rakyat didasari oleh 

suatu kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak. 

Kontrak sosial menentukan di satu pihak bahwa raja diberi kekuasaan oleh 

rakyat untuk menyelenggarakan penertiban dan menciptakan suasana di 

mana ralcyat &pat menilamti hak-hak alamnya (natural right) dengan 

arnan. Di pihak lain ralcyat akan mentaati pemerintahan raja asal hak-hak 

alam itu te jamin. 

Sebagai alubat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak 

politik secara efektif timbullah gagasan bahwa cara yang terbaik untuk 

membatasi kekuasaan pemerintah adalah dengan suatu konstitusi, apakah ia 

bersifat naskah (written constitution) atau tak bersifat naskah (unwritten 

constitution). Undang-Undang Dasar itu menjamin hak-hak politik dan 

menyelenggarakan pembagian kekuasaan eksekutif diimbangi oleh 

kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukurn. Gagasan ini dinamakan 

konstitusionalisme (constitutionalism), sedangkan negara yang menganut 

gagasan ini dinamakan Constitutional State atau Rechtstaat. 

Menurut Carl J. Friedrich, konstiusionalisme adalah gagasan bahwa: 
"pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas 
nama rakyat, tetapi yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang 
dimaksud untuk memberi jarninan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk 
pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas 
untuk memerintah". Pembatasan yang dimaksud termaktub dalam Undang- 
Undang ~ a s a r . ~ ~  

93 Siti Fatimah, Praktik Judicial Review... Op. Cit , hlm. 28. 



Di dalarn gagasan konstitusionalisme, konstitusi atau Undang- 

Undang Dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkm 

pembagian kekuasaan di antara lembaga-lembaga kenegaraan (seperti antara 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif), atau dengan perkataan lain yang 

merupakan suatu "anatomy of a power relationship", yang dapat diubah 

atau diganti lcalau power relationship itu sudah berubak Pandangan ini 

antara lain dianut oleh UN Soviet. Tetapi dalam pandangan 

konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar dipandang sebagai suatu 

lembaga yang mempunyai h g s i  khusus, yaitu menentukan dan membatasi 

kekuasaan pemerintah di 'satu pihak, dan di pihak lain menjamin hak-hak 

asasi dari warga negaranya. Undang-Undang Dasar dianggap sebagai 

perwujudan dari hukum tertinggi yang oleh negara dan pejabat-pejabat 

pemerintah sekalipun. Hal ini sesuai dengan dalil: "Government by laws, 

not by men " (Pemerintah berdasarkan hukum, bukan oleh manusia). 

Oleh karena itu segala sesuatu ham didasarkan atau dibatasi oleh 

hukurn. Sebagimana dikemukakan oleh KC. Wheare bahwa pembatasan 

kekuasaan diperlukan agar tidak disalahgunakan, karena kekuasaan itu 

cenderung bersalah gum. Sebagaimana dikemukakan oleh Mauro Cappeleti, 

bahwa "'Konstitusi telah mengalami perkembangan dalam tiga tahap" yaitu: 

pertama, penuangan terhadap nilai-nilai tertentu yang terdapat dalam 

masyarakat ke dalam hukurn positif, dengn membentuk konstitusi. Kedua, 

memberikan sifat "rigid" terhadap konstitusi. Karena konstitusi dianggap 



merupakan perwujudan hukurn tertinggi. Ketiga, menciptakan lembaga atau 

sistem yang mampu melindungi kaidah-kaidah konstitusi itu agar tidak 

dilanggar dalam bentuk peraturan pemdang-undangan maupun dalam 

bentuk tindakan-tindakan pemerintah l a i ~ ~ n ~ a . ~ ~  

Untuk itu dalam rangka melindungi kaidah-kaidah konstitusi itu, ada 

berbagai sistem yang ditempuh yaitu sistem pengawasan secara politik dan 

pengawasan secara W s i a l .  Kedua sistem pengawasan tersebut dilakukan 

dengan cara menilai atau menguji (reviau), apakah suatu undang-undang 

atau perundang-undangan lainnya atau tindakan-tindakan pemerintah yang 

ada atau akan diadakan, bertentangan atau tidak dengan ketentuan-ketentuan 

konstitusi atau ketentuan lain yang akan dinilai. Wewenang menilai inilah 

dalam k e p u s t h n  kita disebut &ngan "hak menguji" (toetsingrecht). 

Sedangkan jika pengujian itu dilakukan terhadap isi undang-undang, atau 

peraturan perundang-undangan lainnya, dinarnakan hak menguji materil 

(material toetsingrecht), sedangkan jika pengujian itu dilakukan terhadap 

prosedur pembentukannya, disebut dengan hak menguji formal CfonnaZe 

toetsingrech). Pelaksanaan dari kedua hak menguji tersebut mengakibatkan 

suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak sah dan batal (null 

and void). 95 

- - -  

94 Siti Fatimah, Op. a, hlm. 67-68. 
95 Sri Soemantri, Op. Cit, hlm. 6.  



Dalam Encyclopedia Americana (vo1.6) dijelaskan bahwa Judial 

Review merupakan kekuasaan pengadilan dari sebuah negara untuk 

menentukn apakah sebuah peraturan perundang-undangan, baik itu 

merupakan produk legislatif atau eksekutif, sesuai atau tidak dengan 

konstitusi. 

Adapun lembaga yang berwenang untuk menguji atau melakukan 

review terhadap aturan perundang-undangan agar tetap relevan dengan 

konstitusi adalah lembaga atau Badan Peradilan Umum (Ordinatory Law 

Cow$ di mana Mahkamah Agung merupakan puncaknya. Mahkarnah 

Agung dapat menyatakan tindakan eksekutif dan legislatif inkonstitusional 

yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan konstitusi 

dianggap tidak sah. Konsekuensi logis apabila sebuah peraturan yang 

dinyatakan oleh pengadilan (court) tidak sesuai dengan konstitusi, maka 

peraturan tersebut tidak bisa dijalankan. Oleh karena itu pengadilan dalam 

ha1 ini mempunyai kekuasaan untuk menyatakan apakah tindakan-tindakan 

legislatif dan eksekutif legal fionstitusional) atau ilegal (inkonstitusional). 

Judicial Review berfimgsi untuk membatasi pemerintah dalam batas-batas 

yang konstitusional. 

Dianutnya prinsip negara hukum, mengandung konsekuensi adanya 

supremasi hukum yaitu setiap peraturan perundangan hams berdasar dan 

bersumber dengan tegas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, 



yaitu peraturan perundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi tingkatannya atau dikenal 

dengan teori Stufenbauw des Recht The Hierarchy of Law Theory yang 

dikemukakan oleh Hans Kelsen. Dalam ha1 ini Kelsen menyatakan? 

"Suatu tata hukum bukan merupakan suatu sistem kaidah-kaidah 
hukum yang berhubungan satu sama lain dalam kedudukan yang 
sederajat melainkan merupakan herarchi dari kaidah-kaidah yang 
berbeda derajatnya". 

Oleh karena itu Hans Kelsen dapat dikatakan pula bahwa hukum 

yang hierarkhis adalah hukum yang dibawah h a m  mempunyai sumber di 

atasnya demikian seterusnya, merupakan suatu tertib hukum (legal order) 

atau suatu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

derajatnya, maka peraturan perundang-undangan yang lebig rendah 

derajatnya dapat dibatalkan (void able). 

Jadi dalam teori Hans Kelsen terkandung suatu ajaran tertib hukum 

(Zegal order). Yaitu hukurn merupakan suatu sistem yang mempunyai kaitan 

sebagai berikut: bahwa yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan 

yang di atas; harus mempunyai hubungan sistematik satu sama lain baik 

secara intenal maupun eksternal serta harus ada mekanisme yang menjamin 

agar tertib hukum tidak terganggu. Untuk itu hams ada suatu m e h s m e  

yang menjaga konstitusi dalam suatu negara. Untuk itu hak uji merupakan 

konsekuensi dari hukurn tertulis. 

% Hans Kelsen, General T b r y  of Lew and St&, New York, Ruseell and Ruseell. 



Di Indonesia sudah ada ketentuan mengenai tertib hukum (legal 

order), yaitu diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 pada 

butir kedua yang mengatur tata w t a n  peraturan perundang-undangan 

Republik Indonesia yang secara tegas d i ~ ~ ~ a t a k a n : ~ ~  

Pertama, sesuai dengan sistem konstitusi seperti dalam penjelasan otentik 

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar 1945 adalah bentuk 

peraturan Perundang-undangan yang tertinggi, yang menjadi dasar dan 

sumber bagi semua peraturan perundang-undangan bawahan dalam negara. 

Kedua, sesuai prinsip Negara Hukurn, maka setiap peraturan perundangan 

h a m  berdasar dan bersvber dengan tegas pada peraturan perundang- 

undangan yang berlaku, yang lebih tinggi tingkatannya. 

Dalam praktik, harnpir semua negara baik yang menganut Trias 

Politika atau tidak, mempunyai Undang-Undang Dasar yang mengatur 

mengenai sistem hak menguji atas semua peraturan perundang-undangan di 

bawah Undang-Undng Dasar. Hal ini mengingat bahwa kedudukan dan 

fungsi Undang-Undang Dasar dalam setiap negara sangant penting. Untuk 

itu pada saat ini pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak 

perlu dikaitkan dengan paham liberal, ajaran pemisahan kekuasaan dan 

sebagainya. Hak uji harus dipandang sebagai sebuah kebutuhan dan satu 

cara yang efektif untuk menjamin keutuhan Undang-Undang Dasar serta 

tertib hukurn pada urnumnya. 

97 Siti Fatimah, Op. C&, hlm. 43. 



DapatJtidaknya suatu Undang-Undang diuji oleh suatu badan 

disebabkan dianutya salah satu konsep kenegaraan yaitu Supremasi 

Parlemen dan Trias Politika. Oleh karena itu untuk dapat mengetahui badan 

atau lembaga mana yang berwenang melakukan hak uji atau judicial review 

terhadap peraturan perundangan adalah dapat mengacu pada teori 

Supremasi Parlemen dan Trias Politika. Menurut doktrin Supremasi 

Parlemen, maka Parlemen dianggap sebagai badan yang berdaulat. Oleh 

karena itu undang-undang yang dibuat tidak dapat diganggu gugat. Pendapat 

ini dianut di Negara Inggris dikarenakan konstitusi di negara Inggris tidak 

hanya diatur dalarn Undang-Undang sejajar dengan peraturan perundang- 

undangan lainnya. 

Dengan adanya gagasan bahwa Undang-Undang Dasar adalah 

hukum yang tertinggi (Supreme lay) yang hams htaati baik oleh rakyat 

maupun oleh alat-alat perlengkapan negara, maka timbullah persoalan 

siapakah yang akan menjamin bahwa ketentuan-ketentuan Undang-Undang 

Dasar akan dijalankan dan dilaksanakan dengan benar baik oleh eksekutif 

maupun oleh badan-badan pemerintah lainnya. Dari sinilah muncul teori 

supremasi parlemen atau Parlianmentaty supremacy.98 

Parlianmentary supremacy atau legislative supremacy adalah 

konsep dimana Parlemen dianggap sebagai badan yang tertinggi. Oleh 

karena itulah parlemenlah yang berwenang untuk melakukan hak uji atau 

9 8 ~ i d ,  hlm. 101. 



menafsirkan ketentuan-ketentuan konstitusional dan menjaga agar supaya 

undang-undang dan peraturan-peraturan lain sesuai serta tidak bertentangan 

dengan ketentuan konstitusional itu. Jadi Parlemen merupakan satu-satunya 

badan yang boleh mengubah atau membatalkan undang-undang yang 

dianggapnya tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan konstitusional. 

Hal ini didasarkan pada gagasan bahwa kedaulatan rakyat diwakilkan 

kepada Parlemen sehingga badan itu merupakan pemegang kedaulatan 

rakyat yang tertinggi. 

Sedangkan teori kedua adalah Trias Politika. Menurut Montesquieu 

bahwa setiap pemerintahan terdapat 3 jenis kekuasaan yaitu kekuasaan 

legislatif, eksekutif, dan yudikatif Di mana ketiga kekuasaan ini 

melaksanakan semata-rnata dan selengkaplengkapnya kekuasaan yang 

ditentukan padanya. 
. . -  

Jadi prinsip dasar Trias Politiku adalah adanya pemisahan antara 

organ atau badan yang satu dengan organ yang lain. Prinsip dasar konsep 

Trias Politika adalah pemisahan yang tegas antara badan atau organ 

eksekutif, legislatif, dan yudikatif. 

Berangkat dari gagasan ini maka ada anggapan yang berlaku di 

beberapa negara yang berbentuk federasi, bahwa perlu ada satu badan di 

luar badan legislatif yang berhak menilai apakah sesuatu undang-undang 

bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Dasar. Amerika Serikat 



(Supreme Court), Jerman Barat, dan Jepang di mana wewenang pengujian 

dilakukan oleh Mahkamah Agung. Di negara-negara terseebut berlaku asas 

"Judicial Supremacy", yaitu lembaga yang berwenang melakukan 

pengujian adalah lembaga pengadilan. Oleh karena Mahkamah Agung 

dianggap sebagai lembaga yang berwenang untuk  it^.^^ 

Demikian pula Mahkarnah Agung dianggap sebagai pengaman 

Undang-Undang Dasar (Guardian of the Contitution). Wewenang hak uji 

diberikan kepada Mahkamah Agung didasarkan anggapan bahwa jika 

diberikan kepadabadan legislatif atau parlemen maka akan mudah 

terpengaruh oleh pihak lain dan oleh fluktuasi politik, sehingga wajar hak 

menguji diberikan kepada hakim-hakim Mahkamah Agung. Mereka 

dianggap lebih bijaksanan dan berpengatahuan karena pendidikan dan 

pengalaman di bidang hukum, karena kedudukamya lebih bebas dari 

tekanan di bidang fluktuasi politik. Di beberapa nagara lain, hak uji juga 

dilakukan oleh hakim dengan beberapa variasi. Misalnya di Francis hak uji 

dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (The Constitutional Council) yang 

terdiri dari hakim-hakim Mahkamah Agung ditambah dengan beberapa 

hakim lain. 



BAB lJI 

PELAKSANAAN KEWENANGAN MAHKAMAH 
AGUNG DALAM PENGUJIAN 

PERATLJRAN PERUNDANG-UNDANGAN 
PASCA PERLTBAHAN UUD 1945 

A. Kewenangan Mahkamah Agung dalam Pengujian Peraturan 

Perundang-undangan Pasca Perubahan UUD 1945 

Sebelum membahas tentang kewenangan Mahkamah Agung 

dalam melakukan judicial review terhadap Peraturan Perundang- 

undangan pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ada baiknya 

kita melakukan kilas balik terlebih dahulu terhadap beberapa konstitusi 

yang pemah berlaku dilndonesia, tentang bagaimana konstitusi itu 

mengatur hak uji materiil sebelum kembali pada Undang-Undang Dasar 

Dalam Konstitui RIS 1949 terdapat ketentuan tentang hak uji 

material, Konstitusi ini menyebutkan: 

"Jika Mahkamah Agung atau pengadilan-pengadilan lain yang 
mengadili dalam perkara perdata, atau dalam perkara hukuman perdata, 
beranggapan bahwa suatu peraturan ketetanegaraan atau undang-undang 
suatu daerah bagian berlawanan dengan konstitusi, rnaka dalam 
keputusan kehakiman itu juga ketentuan itu dinyatakan dengan tegas tak 
menurut konstitusi". 



Menurut konstitusi tidak hams menunggu adanya suatu perkara, 

melainkan bisa melalui swat permohonan yang diajukan oleh atau atas 

nama Jaksa Agung. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan yang 

dapat diuji adalah Undang-undang Daerah Bagian dan peraturan- 

peraturan lain, termasuk peraturan-peraturan federal kecuali Undang- 

undang Federal dan Undang-Undang Darurat berdasarkan pada 

ketentuan Pasal 130 ayat (2) dan Pasal 139 ayat (2). 

Pasal 130 ayat 2 menyatakan bahwa, "Unhng-undang Federal 

tidak bisa diganggu-gugat". Kemudian, Pasal 139 ayat (2) juga 

menyebutkan bahwa, "Terhadap Undang-Undang Darurat pun berlaku 

ketentuan Pasall30 ayat (2) ': 

Menurut Sri ~oeman t r i ' ~  tidak dapat diujinya Undang-undang 

Federal adalah karena ketentuan dari Pasal 1 ayat (2) Konstitusi RIS 

1949, bahwa: 

"Kekuasaan berkedaulatan rakyat Republik Indonesia Senkat dilakukan 
oleh Pemerintah bersarna-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan 
Senat". 

Sedangkan Undang-Undang Danuat mempunyai kekuasaan dan derajat 

Undang-undang sehingga tidak dilakukan uji materiil terhadapnya. 

loo Siti Fatimah, Op. at, hlm. 8. 



Undang-Undang Dasar Semen- 1950 diberlakukan melalui 

Undang-Undang Federal RIS Nomor 7 Tahun 1950. Adapun materi 

UUDS pada umumnya juga berasal dari Konstitusi RIS dengan hanya 

menghrlangkan esensi yang bersifat federal. Oleh karena U a m  UUDS 

1950 juga ada pengaturan hak uji material yaitu terdapat pada 

pengaturan yang menyatakan bahwa, "Mahkamah Agung berhak 

menguji peraturan perundang-undangan ". Sedangkan pemegang 

kekuasaan perundang-undangan dilakukan oleh Pemerintah bersama- 

sama DPR (Pasall ayat (2). Terhadap ha1 ini Sri Soemantri berpendapat 

bahwa undang-undang &blah perwujudan dari kedaulatan rakyat. lo' 

Gagalnya konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar 

yang baru pengganti UUDS 1950, menyebabkan lahirnya Dektrit 

Presiden - yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. 

Namun &lam kenyataannya masih banyak produk perundang-undangan 

yang berdasarkan dekrit lebih bersifat darurat. Disisi lain kekuasaan 

Presiden yang luas menyebabkan lembaga-lembaga negara MPRS dan 

DPAS kehlangan fungsinya (banyak yang diangkat sebagai menteri) ha1 

ini berlangsung sampai tahun 1966. 



Pada tahun 1966 keluar Ketetapan MPRS Nomor 

XWMPRS/1966 tentang Kedudukan Semua Lembaga Negara Tinggi 

Pusat dan Daerah pada Posisi dan Fungsi yang diatur dalam Undang- 

Undang Dasar 1945. Dalam Pasal3 Ketetapan ini menyatakan bahwa; 

"Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 
memuat materi yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 
ditinjau kembali". 

Pelaksanaan Ketetapan ini dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 

Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Lagi Berbagai 

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang 

Gagasan mengenai hak uji ini &lam perkembangan kemudian 

terakomodasi dengan adanya Seminar Hukurn Nasional Ke-TI tahun 

1966 di Semarang, yang menghasilkan suatu rekomendasi perlunya 

Judicial Review dikaji ulang dan ditindak lanjuti. 

Menurut Smith Bailey, judicial review didirikan di atas doktrin 

"Ultra Vires" (ultra vires doktrin). Berdasarkan doktrin ini, kepada 

kekuasaan kehakiman diberi hak dan kewenangan untuk:'02 

a. Mengawasi batas kewenangan perintah dalam mengeluarkan 
peraturan perundang-undangan (statutory authorifyl sesuai dengan 
batas yuridiksi atau kawasan kekuasaannya (limited jurisdiction or 
area ofpower). . .,.. 

lrn Bagir Manan, T e d  dan Politk, .... Op. a, hlm. 98 



b. Sesuai dengan doktrin ultra vires, kepada penguasa publik telah 
ditentukan batas kekuasaan dan kewenangannya. Oleh karena itu 
kepada kekuasaan kehakiman diberi hak, fungsi dan kewenangan 
untuk mengawasi te rjaminnya batas wilayah kekuasaan tersebut 
dalam setiap mengeluarkan peraturan pemdang-undangan. Atau 
dengan kata lain supaya penguasa baik di pusat, daerah dan lob1 
tidak melampaui batas-batas yang digariskan, agar tidak tejadi 
penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). 

c. Apa-apa yang tidak didelegasikan undang-undang kepada penguasa, 
atau membuat peratwan perundang-undangan yang jauh lebih luas 
dari apa yang didelegasikan, harus dinyatakan sebagai tindakan yang 
tidak berdasar hukum (unlawful), karena dianggap tindakan yang 
illegal. 

Sebagai realisasinya pada tahun 1970 dikeluarkannya Undang- 

undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 

Kekuasaan Kehakiman.'Pada Pasal26 Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1970 disebutkan bahwa: 

1. Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua 
peraturan pemdang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari 
UU, atas alasan bertentangan dengan peraturan pemdang-undangan 
yang lebih tinggi. 

2. Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan pemdang- 
undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan 
tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundang-undangan yang 
dinyatakan tidak sah dilakukan oleh instansi yang bersangkutan. 

Kemudian wewenang tersebut dipertegas kembali &lam 

ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1973, dan Ketetapan MPR Nomor 

IlYMPR/1978 dalam Pasal 1 1 ayat (4) menyatakan: 

"Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji secara materiil 
hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah undang- 
undang". 



Kewenangan tersebut terbatas hanya untuk melakukan review atas 

peraturan perundang-undangan yang tingkatnya berada di bawah 

Undang-undang (yaitu Peraturan Pemerintah ke bawah). Kemudian 

kewenangan Mahkamah Agung menguji secara rnateriil peraturan 

perundang-undangan di bawah undang-undang, kembali diatur dalam 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

Kedua Undang-undang tersebut (Undang-undang Nomor 14 

Tahun 1970 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985) pada intinya 

hanya menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk 

menyatakan sah atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi. Putusan tersebut diambil melalui persidangan tingkat kasasi dan 

instansi yang bersangkutan hams segera mencabut peraturan penuKlang- 

undangan yang dinyatakan bertentangan tersebut. 

Karena sifat pengaturan dalam TAP MPR dan Undang-undang di 

atas terlalu urnurn, pada Tahun 1993 Mahkamah Agung mengeluarkan 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Hak Uji Materiil 

(Judicial Review). Peraturan Mahkarnah Agung tersebut kemudian 

diubah pada Tahun 1999 dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 1 



Tahun 1999. Beberapa pokok pengaturan dalam PERMA yang terkhir 

tersebut adalah: lo3 

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus judicial review 

berdasarkan gugatan atau permohonan (Pasal 1 ayat (1) TAP MPR 

Nomor 1/1999). 

Gugatan atau permohonan judicial review diajukan Iangsung ke 

Mahkamah Agung (Pasal 1 ayat (3) dan (4)). Hal ini berbeda dengan 

ketentuan dalam TAP MPR Nomor IILJ1978, Undang-undang Nomor 

14 Tahun 1970 clan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang 

menyatakan bahwa putusan hak uji materiil (Judicial Review) diambil 

berhubungan dengan pemeriksaan ditingkat kasasi. Pemeriksaan 

kasasi hanya dapat diajukan jika pemohon telah menggunakan upaya 

hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang. 

Yang dapat mengajukan gugatan adalah badan hukum dan kelompok 

masyarakat (Pasal 1 ayat (5)), sedang yang dapat mengajukan 

permohonan adalah kelompok masyarakat (Pasal 1 ayat (7)). 

Tenggang waktu permohonan atau gugatan judicial review adalah 

180 hari setelah peraturan perundang-undangan tersebut berlaku 

(Pasal2 ayat (4)). 

'03 Cetak Biru Mahkamah Agung Republik Indonesia, MA-RI, Jakarta, 2003, hlm. 17- 
18. 



Dalam pemeriksaan judicial review yang berdasarkan suatu gugatan, 

maka tergugat (pihak pembuat pemturan perundang-undangan) harus 

di dengar keterangannya (Pasal 9 ayat (4)) sedang dalam ha1 

pemeriksaan judicial review tersebut didasarkan pada permohonan 

maka pihak pembuat peratman perundang-undangan tidak perlu di 

dengar pendapatnya; dan 

Bila Mahkamah Agung mengabulkan gugatan atau permohonan 

judicial review maka pihak yang membuat peraturan perundang- 

undangan hams mencabutnya (Pasal9 ayat (2)) dan bila pihak yang 

membuat peratman perundang-undangan tersebut mencabutnya maka 

90 hari setelah putusan Mahkamah Agung tersebut, peraturan 

perundang-undangan yang harus dicabut dianggap tidak sah dan tidak 

berlaku umum (Pasal 12 ayat (I)  dan Pasal 13 ayat (1)). 

Sistem hukum negara Republik Indonesia memungkinkan 

adanya hak uji materiil yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman 

(Mahkamah Agung), akan tetapi bukanlah judicial review sebagaimana 

yang dimaksud di negara-negara Anglo Saxon. Istilah judicial review 

sebenarnya kurang tepat digunakan dalam sistem hukum di Indonesia. 

Untuk sistem hukurn di Indonesia istilah teknis yang digunakan 

adalah hak uji materiil, yaitu kewenangan untuk menguji secara materiil 

suatu produk peraturan perundang-undangan tertentu, baik dalarn 



dataran undang-undang, maupun yang tingkatnya berada di bawah 

undang-undang, dimana peraturan tersebut bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Dengan demikian hak uji materiil merupakan kewenangan yang 

diberikan kepada kekuasaan kehakiman, untuk menyatakan peraturan 

perundang-undangan yang dikeluarkan oleh penguasa, tidak sah dan 

tidak berlaku atas alasan isi ketentuan yang terkandung di dalamnya 

bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Tindakan 

penguasa yang demikian dianggap bertentangan dengan doktrin ultra 

vires, karena melarnpa~ batas kewenangan yang diberikan kepadanya. 

Tindakan itu harus dinyatakan bertentangan dengan hukum (unlawful) 

dan badan kekuasaan kehakiman segera memerintahkan penguasa yang 

bersangkutan untuk mencabutnya. 

Hak uji materiil diberikan kepada tidak lain adalah untuk 

memperkokoh dan mempertegas hak, fungsi dan kewenangan 

pengawasan kekuasaan kehakiman terhadap "batas-batas kekuasaan 

pemerintah yang diberikan konstitusi kepadanya. Terutarna untuk 

mengawasi batas-batas kekuasaan (limited power) yang berkenaan 

dengan kewenangan perundang-undangan (statutatory authorityl dan 

pemerintah. 



Dengan berawal dari konsep pemikiran para founding father 

yang menghendaki adanya suatu pemerintahan berhdaskan hukum 

sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga 

dalam suatu negara hukum perlu adanya suatu Mahkamah Agung (MA) 

clanlatau Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Agung sebagai badan 

ataupun lembaga yang mernpunyai tugas menegakkan tertib hukum yang 

telah digariskan oleh rakyat melalui Undang-Undang Dasar 1945, 

dimana Mahkarnah Agung merupakan peradilan kasasi serta mengawasi 

kegiatan-kegiatan peradilan bawahan. Sehubungan dengan itu maka di 

dalam melaksanakan 'tugasnya, baik Mahkamah Agung maupun 

Mahkarnah Konstitusi seyogianya mempunyai hak uji materiil atas 

peraturan-peraturan serta kaidah-kaidah lainnya terhadap peraturan- 

peraturan yang lebih tinggi dan juga berhak menguji peraturan itu secara 

formal. 

Apabila melihat Ketetapan MPR Nomor IIL/MPR/2000 tentang 

Surnber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, hak 

menguji undang-undang ada pada MPR. Dengan demikian berdasarkan 

Ketetapan ini nyata bahwa yang berfungsi sebagai penafsir Undang- 

Undang Dasar (The interpreter of the Constitution) ialah MPR, bukanlah 

Mahkamah Agung (Supreme Court) atau Mahkamah Konstitusi 

(Constitutional Court), sebagaimana lazimnya di negara-negara lain, 



sedangkan yang berfimgsi sebagai penafsir Undang-undang (The 

interpreter of the law/Act of Parliament) ialah Mahkamah Agung. 

Dengan dernikian sangatlah tidak tepat, mengingat bahwa pengujian 

terhadap peraturan perundang-undangan adalah merupakan persoalan 

hukurn, bukan persoalan politik, karena itu sangat tidak tepat diberikan 

kepada MPR dan ini menunjukkan suatu inkonsistensi atau 

ketidaktertiban hukum. 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai produk revolusi dan karena 

itu sifatnya sementara. Undang-Undang Dasar 1945 beserta 

Penjelasannya sudah krlaku sejak negara kita kembali ke Undang- 

Undang Dasar 1945 pada tanggal 5 Juli 1959. Tetapi, dari sudut isinya 

dan proses penyusunannya antara ketentuan dalam Batang Tubuh 

Undang-Undang Dasar dan Penjelasannya banyak terdapat 

ketidaksesuaian. Di sarnping itu, materi Undang-Undang Dasar 1945 itu 

sendiri, banyak pula yang dipandang tidak sesuai dengan semangat 

demokrasi yang bergulir cepat dan luas di era reformasi dewasa ini. 

Karena itulah wajar dilakukan amandemen (perubahan) terhadap 

Undang-Undang Dasar 1945. 

Harus diakui bahwa dalam ketentuan Undang-Udang Dasar 1945 

sebelum diadakan perubahan (amandemen), dasar-dasar untuk 

memberlakukan hak uji materiil undang-undang tersebut memang tidak 



ada. Sejak berlakunya Perubahan Pertama Undang-Un&ng Dasar 1945 

yang diantiuanya memuat ketentuan bahwa DPR memegang kekuasaan 

membentuk undang-undang, maka Kekuasaan Kehakiman kita sudah 

s e h m n y a  dianggap berhak untuk melakukan pengujian rnateri undang- 

undang terhadap Undang-Undang Dasar. 

Dengan adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalarn salah satu pasalnya 

dipertegas tentang kewenangan Mahkamah Agung dalam melakukan uji 

materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang- 

undang. ~ e m m a n a  dite&kan dalarn Pasal24A ayat (1) bahwa: 

"'Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan 
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang". 

Kewenangan Mahkamah Agung &lam melakukan upaya 

pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, 

dapat dikatakan merupakan upaya pengujian legalitas (legal reviav). 

Pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini jelas berbeda dari 

pengujian konstitusional (constitutional review) yang dilakukan oleh 

Mahkamah Konstitusi. Pertama, obyek yang diuji oleh Mahkamah 

Agung hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang (judicial review of regulation). Sedangkan pegujian atas 

konstitusionalitas undang-undang (judicial review of law) dilakukan oleh 



Mahkarnah Konstitusi. Kedua, yang dijadikan batu-penguji oleh 

Mahkamah Agung adalah undang-undang bukan Undang-Undang Dasar. 

Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang 

Dasar 1945. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pengujian norma 

hukum .yang dilakukan oleh Mahkamah Agung adalah pengujian 

legalitas peratwan (judicial review on the legality of regulation). 

Dengan demikian, harus dibedakan juga antara upaya pengujian 

konstitusionalitas (constitutional review) dengan upaya pengujian 

legalitas (Zegal review). Di samping itu, harus dibedakan pula kualifikasi 

dari norma hukum yang diuji. Jika normanya bersifat umum dan abstrak 

(general and abstract), berarti norma yang diuji itu adalah produk 

regeling, dan ha1 ini termasuk wilayah kerja pengujian dalam konteks 

hukurn tata negara. Akan tetapi, kalau norma hukum yang diuji itu 

bersifat konkrit dan individual, maka judicial review sernacam itu 

termasuk lingkup peradilan tata usaha negara.lo4 

Sesuai dengan perkembangan sistem ketatanegaraan kita dan 

dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 maka 

otomatis membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan 

Kekuasaan Kehakiman sehingga Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 

'04 Wawancara dengan Ibu Lilik Sri Hartati selaku Kepala Subdit. Hukum dan 
Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, tanggal IS Januari 2006. 



tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomr 35 Tahun 1999 perlu 

dilakukan penyesuaian Undang-Undang Dasar 1945 sehingga dibentuk 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

Sebagaimana disebutkan di atas dalam Pasal24A amandemen Undang- 

Undang Dasar 1945, kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji 

peraturan perundang-undangan kembali ditegaskan. Sedangkan 

kewenangan untuk me-review Undang-undang yang bertentangan 

dengan konstitusi diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dengan 

demikian untuk selanjutnya, pengaturan judicial review oleh Mahkamah 

Agung diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang 

Kekuasan Kehakiman yaag dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b ditegaskan 

bahwa: 

"Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan 
perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- 
undang". 

Kemudim Pasal 1 1 ayat (3) menegaskan: 

"Mahkamah Agung mempunyai kewenangan memberikan pernyataan 
tidak berlaku peraturan penmdang-undang sebagai hasil pengujian 
sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diambil baik dalarn 
pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung 
kepada Mahkamah Agung". 



Dengan adanya perubahan-perubahan yang demikian membawa 

implikasi terhadap perubahan Undang-undang tentang Mahkarnah 

Agung. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah 

Agung kemudian dirubah menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 

2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 

tentang Mahkamah Agung. Kemudian kewenmgan Mahkarnah Agung 

dalam hak uji materiil tersebut diatur dalam Pasal 31 Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 

14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang dalam Pasal ini 

menyatakan bahwa: 

(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan 
pemdang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- 
undang. 

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak saki peraturan perundang- 
undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan 
peratuan perundang-undangan yang lebih tinggi atau 
pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. 

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan 
sebagaimana di maksud pada ayat (2) dapat diambil baik 
berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun 
berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung. 

(4) Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan 
hukurn mengikat. 

(5) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dimuat dalarn 
Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling larnbat 
30 (tiga puluh) hari kerja sejak put usan diucapkan. 



Kemudian melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, 

ketentuan mengenai wewenang pengujian peraturan perundang- 

undangan ditambah satu pasal yalcni Pasal 3 1 4  yang berbunyi sebagai 

berikut: 

(I) Permohonan pengujian peraturan peundang-undangan di bawah 
undang-undang tehadap undang-undang diajukan langsung oleh 
pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung, dan dibuat 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia. 

(2) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: 
a. nama dan alamat pemohon; 
b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan 

wajib menguraikan dengan jelas bahwa: 
1) materi muatan ayat, pasal, dadatau bagian peraturan 

perundang-undangan dianggap bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; danlatau 

2) pembentukan peraturan penmdang-undangan tidak 
memenuhi ketentuan yang berlaku. 

c. hal-ha1 yang dirninta untuk diputus. 
(3) Dalam ha1 Mahkarnah Agung berpendapat bahwa pemohon atau 

permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan 
permohonan tidak diterima. 

(4) Dalam ha1 Mahkarnah Agung berpendapat bahwa permohonan 
beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan. 

(5) Dalam ha1 permohonan dikabulkan sebagaimana dimaksud dengan 
tegas materi muatan ayat, pasal, dadatau bagian dari peraturan 
perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi. 

(6) Dalam ha1 peraturan perundang-undangan tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dadatau tidak 
bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan menyatakan 
permohonan ditolak 

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian p e r a m  perunhg-  
undangan di bawah undang-undang di atur oleh Mahkamah Agung. 



Untuk selanjutnya pengaturan pelaksanaan tentang hak uji 

materiil oleh Mahkamah Agung ini diatur &lam Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji 

Materiil. 

B. Pelaksanaan Pengujian Peraturan Perundang-undangan Oleh 

Mahkama h Agung Pasca Perubahan UUD 1945 

Beberapa praktik judicial review atau pengujian yang dilakukan 

oleh Mahkamah Agung sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 

1945 didasarkan pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985. Selama ini pelaksanaan hak uji 

materiil tersebut dirasakan sulit untuk dilakukan, karena berbenturan 

den* pengaturan dan prosedur itu sendiri, dimana uji materiil harus 

dilakukan melalui prosedur kasasi terlebih dahulu. 

Jika kita melihat dari ketentuan yang ada dalam Pasal 26 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 dan Pasal 43 Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1985 itu sendiri. Dari ketentuan kedua pasal ini 

dapatlah disimpulkan bahwa untuk melakukan judicial review terhadap 

undang-undang kebawah hams dilakukan melalui prosedur kasasi 

terlebih dahulu. Maka dengan mengikuti ketentuan yang ada dalam 

kedua pasal tersebut akan mengalami kesulitan teknis, karena ketika 



perkara gugatan diajukan kepada Mahkamah Agung, maka perkara 

sudah hams diputus di Pengadilan Tingkat Pertarna dan Pengadilan 

Tingkat Kedua. Sedangkan Pengadilan Tingkat Pertama, tentu akan 

menolak perkara gugatan yang diajukan karena tidak berwenang 

melakukan pengujian, oleh karena itu menjadi kompetensi absolut 

Mahkamah Agung. Jadi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan 

mengenai judicial review terhadap undang-undang ke bawah pada saat 

sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 memang sulit 

dilakukan. Io5 

Berdasarkan wewenang Mahkamah Agung yang diberikan oleh 

Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, maka dikeluarkanlah 

Peraturan Mahkamah Agung yang disingkat PERMA. Peraturan 

Mahkamah Agung ini yang pertama kali dikeluarkan Mahkamah Agung 

untuk mengatur hukurn acara hak uji materiil adalah Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993. 

Pelaksanaan pengujian itu sendiri menurut Jimly Asshiddiqie, 

&pat dilakukan dengan dua cam, yaitu secara institusional atau 

prosessual. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 

1993, hak Mahkamah Agung untuk menguji materi p e r a m  

perundang-undangan di bawah tingkat Undang-Undang dapat dilakukan 

105 fix 



melalui persidangan gugatan "judicial review" yang bersikt khusus. 

Artiiya, penilaian itu dilakukan melalui proses acara, tetapi prosesnya 

dimulai dengan gugatan oleh pihak-pihak yang terkait secara 

kelem- (institusional). Dengan begitu, pengujian terhadap produk- 

produk setingkat Undang-Undang juga dapat dilakukan dengan cara 

demikian, yaitu dengan memperhadapkan pihak-pihak tertentu secara 

imtitzlsional di depan M-ah Agung ataupun di depan Pengadilan 

Tingkat Pertnma (Pengadilan ~ e ~ e r i ) . ' "  

Dalam praktik brarki peraturan perundang-undangan Negara 

Indonesia, banyak peratman perundang-undangan yang bertentangan 

dengan peraturan yang ada di atasnya. Yaitu adanya beberapa peraturan 

perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau 

Lembaga tinggi Negara lainnya, antara lain Mahkamah Agung, dengan 

keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993, dan 

kemudian dikeluarkan lagi oleh Instansi Pemerintah yaitu Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Hak Uji Materiil, yang 

substansinya bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 

1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

106 Jimly Asshiddiqie, For& Rehibagam Negaru dan Pqeseran Kekuusaan 
dalam UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, 2004. 



Berbeda dengan saat sekarang (pasca amandemen Undang- 

Undang Dasar 1945). Seperti telah dikatahn pada sub bab sebelumnya 

bahwa dengan adanya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 

telah membawa perubahan baik dalam sistem ketatanegaraan kita dan 

perubahan penting terhadap penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman di 

Indonesia terutama dalam pengaturan tentang hak uji materiil yang 

dimiliki Mahkamah Agung. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 

sebagai hukum dasar yang mengatur tentang Kekuasaan Kehakiman dan 

Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar pengaturan 

tentang hak uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah 

undang-undang terhadap undang-undang. Hak uji materiil oleh 

Mahkamah Agung ini selanjutnya diatur dengan Undang-undang Nomor 

4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian dipertegas 

dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan 

untuk aturan pelaksanaan hak uji materil diatur dengan Peraturan 

Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji ~ateriil. '" 

107 Wawancara dengan Ibu Lilik Sri Hartati, selaku Kepala Subdit. Hukum dan 
Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, tanggal 15 Januari 2006. 



Adapun perbedaan antara Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) Nomor 1 Tahun 1999 dengan Peraturan Mahkamah Agung 

(PERMA) Nomor 1 Tahun 2004, dalam ha1 pengajuan hak uji materiil 

ke Mahkamah Agung, yaitu sebagai berikut:lo8 

- menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 

1999 dapat dilakukan melalui 2 (dua) jalur, yakni gugatan dan 

permohonan keberatan. Gugatan adalah tuntutan Badan dan Pejabat 

Tata Usaha Negara terhadap peratman erundang-undangan dibawah 

undang-undang dan diajukan ke Mahkarnah Agung untuk 

mendapatkan putusan. Permohonan keberatan adalah suatu 

permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu 

peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan 

suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang 
. . 

diajukanke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan. 

- Sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 

1 Tahun 2004 pengajuan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung 

hanya dilakukan melalui permohonan keberatan. 

lo8 Ni'matul Huda, Negara Huku m,..., Up. Cit ,  hlrn.118. 



Permohonan keberatan diajukan ke Mahkamah Agung dengan 

cam: (a) langsung ke Mahkamah Agung, atau @) melalui Pengadilan 

Negeri yang membawahi wilayah hukum tempat kedudukan pemohon. 

Permohonan keberatan diajukan dalarn tenggang waktu 180 (seratus 

delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan 

Yang be-gkutan 

Dalam Peraturan Mahkarnah Agung Nomor 01 Tahun 2004 

tentang Hak Uji Materiil &lam hal menimbang dikatakan bahwa: 

"Pasal 11 ayat (4) Ketetapan MPR-RI Nomor IIVMPR11978, Pasal 11 
Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, dan Pasal 31 Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 2004' memberi wewenang dan kekuasaan kepada 
Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menguji secara materiil 
terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang". 

Di samping ha1 ini sesuai dengan berbagai perkembangan baru 

dan untuk lebih menjarnin pelaksanaan prinsip 'ffairnes" dalam 

pemeri ksaan, dipandang perlu memberi kesempataan kepada pembuat 

peraturan perundang-undangan untuk memberikan jawaban, pendapat 

dan kesempatan mempertahankan peraturan pemdang-undangan yang 

sedang diuji. 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 ini 

yang dimaksud dengan Hak Uji Materiil adalah, "hak Mahkamah Agung 

untuk menilai materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah 

Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan tingkat lebih 



tinggi". Sebagaimana dimaksud oleh peraturan ini bahwa, "Peraturan 

perundang-undangan &Zah kaidah hukum tertdis yang mengikat 

umum di bawah Undang-undang". 

Dalam p e l h a a n  hak uji materiil yang dil-an oleh 

Mahkarnah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan 

perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap suatu peraturan 

perundang-undangan tingkat lebih tinggi, terdiri dari tiga syarat. Yaitu, 

adanya Permohonan, Pemohon Keberatan, dan Termohon. 

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 

2004 yang dimaksud dengan syarat tersebut yaitu sebagai berikut: 

Permohonan ; adalah suatu permohonan yang berisi kekratan 

terhadap berlakunya suatu peraturan perundang- 

undangan yang diduga bertentangan dengan 

suatu peraturan perundang-undangan tingkat 

lebih tinggi yang diajukan ke-Mahkamah Agung 

untuk mendapatkan putusan. 

Pemohon Keberatan ; adalah kelompok masyarakat atau perorangan 

yang mengajukan permohonan keberatan 

kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu 

peraturan perundang-undagan tingkat lebih 

rendah dari undang-undang. 



Terrnohon ; adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara 

yang mengeluarkan peraturan penmdang- 

undangan. 

Adapun tata cam pengajuan pemohan keberatan berdasarkan 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 adalah sebagai 

Pasal2 
1) Permohonan Keberatan hajukan kepada Mahkamah Agung dengan 

cara: 
a. Langsung ke-Mahkamah Agung; atau 
b. Melalui Pengadilan Negeri yang membawahi wilayah hukum 

tempat kedudukan pemohon. 
2) Permohonan Keberatan diajukan terhadap suatu peratwan 

perundang-undang& yang diduga bertentangan dengan suatu 
peraturan perundang-undangan lebih tinggi. 

3) Permohonan Keberatan dibuat rangkap sesuai keperluan dengan 
menyebutkan secara jelas alasan-alasan sebagai dasar keberatan 
wajib ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. 

4) Permohonan Keberatan diajukan dalarn tenggang waktu 180 
(seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang- 
undangan yang bersangkutan. 

5) Pemohon membayar biaya permohonan pada saat mendaftarkan 
pehohonan keberatan yang besarnya akan diatur sendiri. 

Pasal3 
1) Dalam ha1 permohonan keberatan diajukan lengsung ke Mahkamah 

Agung, didaftarkan dikepaniteraan Mahkamah Agung dan 
dibukukan dalam buku register tersenhri dengan menggunakan 
kode: . . . .P/MJMm. . . . 

2) Panitera Mahkamah Agung memeriksa kelengkapan berkas dan 
apabila terdapat kekurangan dapat meminta langsung kepada 
Pemohon Keberatan atau kuasanya yang sah. 

3) Panitera Mahkamah Agung wajib mengirimkan salinan 
permohonan tersebut kepada pihak Termohon setelah terpenuhi 
kelengkapan berkasnya. 



4) Termohon vmjib mengirimkan atau menyerahkan jawabannya 
kepada Panitera Mahkamah Agung dalarn waktu 14 (empat belas) 
hari sejak diterima salinan permohonan tersebut. 

5) Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua 
Mahkamah Agung untuk menetapkan Majelis Hakim Agung, 
setelah lengkap berkas pennohonan tersebut. 

6) Penetapan Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) 
dilaksanakan oleh Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas 
nama Ketua Mahkamah Agung. 

Pasal4 
1) Dalam ha1 permohonan keberatan diajukan melalui Pengadilan 

Negeri, didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri clan 
dibukukan dalarn buku register permohonan tersendiri dengan 
menggunakan kode: . . . . .P/HUM/Th.. . .ffN.. . . .setelah permohonan 
atau kuasanya yang sah membayar biaya permohonan dan diberikan 
tanda terima. 

2) Panitera P e n e l a n  Negeri memeriksa kelengkapan permohonan 
keberatan yang telahdidaftarkan oleh Pemohon atau kuasanya yang 
sah, dan apabila terdapat kekurangm dapat meminta langsung 
kepada pemohon atau kuasanya yang sah. 

3) Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan permohonan keberatan 
kepada Mahkamah pada hari berikut setelah pendaftaran. 

4) Panitera Mahkamah Agung menyampaikan kepada Ketua 
Mahkamah Agung untuk menetapkan Majelis Hakim Agung, 
setelah lengkap berkas permohonan keberatan tersebut. 

5) Penetapan majelis sebagaimana dimksud dalam ayat (4) 
dilaksanakan oleh Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas 
nama Ketua Mahkamah Agung. 

PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN 

Pasal5 
1) Ketua Muda Bidang Tata Usaha Negara atas nama Ketua 

Mahkamah Agung menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan 
memeriksa dan memutus permohonan keberatan tentang Hak Uji 
Materiil tersebut. 

2) Majelis Hakim Agung memeriksa dan memutus permohonan 
keberatan tentang Hak Uji Materiil tersebut dengan menerapkan 
ketentuan hukum yang berlaku bagi perkara permohonan dalam 
waktu yang sesingkat-singkatnya, sesuai dengan asas peradilan 
yang sederhana, cepat dan biaya ringan. 



PUTUSAN 

Pasal6 
1) Dalam ha1 Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan 

keberatan itu beralasan, karena peraturan penmdang-undangan 
tersebut bertentangan dengan undang-undang atau peraturan 
perundang-undangan tingkat lebih tinggi, Mahkamah Agung 
mengabullcan permohom keberatan tersebut 

2) Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa peraturan 
penmdang-undangan yang dimohonkan keberatan sebagai tidak sah 
dan tidak berlaku untuk urnurn, serta memerintahkan kepada 
instansi yang bersangkutan segera pencabutannya 

3) Dalam ha1 Mablcamah Agung berpendapat bahwa permohonan 
keberatan itu tidak beralasan, Mahkamah Agung menolak 
permohonan keberatan tersebut. 

Pasal7 
Pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung terhadap permohonan 
keberatan disampaikan dengan menyerahkan atau mengirimkan salinan 
putusan Mahkamah Agung dengan surat Tercatat kepada para pihak dan 
dalam ha1 diajukan melalui Pengadilan Negeri setempat, penyerahan atau 
pengiriman salinan putusan Mahkamah Agung disampaikan juga kepada 
Pengadilan Negeri yang mengirim. 

PELAKSANAAN PUTUSAN 

Pasal8 
1) Panitera Mahkarnah Agung mencantumkan petikan putusan dalam 

Berita Negara dan dipublikasikan atas biaya Negara. 
2) Dalam ha1 90 (sembilan puluh) han setelah putusan Mahkamah 

Agung tersebut dikirim kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha 
Negara yang mengeluarkan peraturan perundang-undangan 
tersebut, ternyata pejabat yang bersangkutan tidak melaksanakan 
kewajibannya, demi hukum peraturan perundang-undangan yang 
bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum. 

" 



Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 

2004 pemberian Putusan terhadap pengajuan Hak Uji Materil ke 

Mahkamah Agung dapatlah dibedakan menjadi tiga macam putusan. 

Pertam dalam ha1 Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan 

keberatan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan tersebut 

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, 

Mahkamah Agung mengabulkan permohonan keberatan tersebut. 

Kedua, Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan bahwa 

peraturan perundang-undangan yang dimohonkan keberatan tersebut 

sebagai tidak sah dan tidak berlaku umum, serta memerintahkan kepada 

instansi yang bersangkutan untuk pencabutannya. Ketiga, dalam ha1 

Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan keberatan itu tidak 

beralasan, Mahkamah Agung menolak pemohonan keberatan 

tersebut. '* 
Seperti yang dikatakan oleh Bapak Moch. Arief Ismail, bahwa ., - 

disamping ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Mahkarnah Agung 

sebagaimana disebutkan di atas, pengujian terhadap materi perundang- 

undangan da.pat pula dilakukan secara prosessual dalam arti, tidak 

melalui gugatan institusional, tetapi dikaitkan dengan prinsip kebebasan 

hakirn dalam memutus sesuatu perkara. Karena pelaksanaan pengujian 

- --  

log Wawancara dengan Bapak Moch. Arief Ismail, selaku Subdit. Hukum dan peradilan 
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itu sendiri dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara institusional 

ataupun prosessud Proses pengujian secara langsung dilakukan oleh 

hakim dalam setiap persidangan menyangkut materi-materi yang terkait. 

Para halcim dilindungi oleh undang-undang untuk menggunakan segala 

haknya sesuai prinsip kebebasan hakim dan prinsip keharusan menggali 

nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Apalagi memang 

perlu, hakim dapat saja mengesampingkan berlakunya sesuatu ketentuan 

dalam Undang-undang, sepanjang menurut keyakinannya ha1 itu 

sungguh-sungguh bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan 

kebenaran yang hidup dalam masyarakat. Hal ini juga dilakukan untuk 

menarnpung aspirasi hukurn yang telah berkembang dalarn masyarakat 

seiring dengan semangat reformasi untuk menegakkan suprernasi hukurn 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dalarn 

rangka mewujudkan agenda penanggulangan krisis dalam pelaksanaan 

reformasi di bidang hukurn sebagaimana dicantumkan dalam Ketetapan 

MPR Republik Indonesia Nomor XJMPRJ1998, maka Mahkamah 

Agung perlu meningkatkan clan mengefektifkan kewenangannya dalarn 

melaksanakan hak uji materil. ' lo 



Menurut Ibu Chairani A. Wani, bahwa Judicial review 

mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada sekedar pengujian 

peraturan atau pengujian norma, tergantung asal pembentukan 

hukum/norma hukum itu sendiri. Untuk itu minimal ada 3 (tiga) bentuk 

norma hukurn, yaitu: ' ' ' 
1. Norma hukum yang bersifat pengaturan produk regulator/regulasi, 

produk hukumnya berupa attam. Misalnya, Law atau Wet; peraturan 

perundang-undangan; peraturan desa; dan lain sebagainya. 

2. Norma hukurn yang bersifat keputusan j abatanlpenetapan 

administratif (Zleschikking). Yaitu suatu peratuan yang bersifat 

konkrit; tidak umurn dan individual. Produknya berupa keputusan. 

Misalnya, Keppres, Surat Keputusan dan lain sebagainya. 

3. Norma hukum yang berupa putusan hakimlvonis produlcnya berupa 

putusan; sifatnya konkrit. 

Dengan demikian Hak Uji Materiil sebagaimana kewenangan yang 

dimiliki Mahkamah Agung adalah mencakup segala bidang 

sebagaimana disebutkan selagi peraturan perundang-undangan yang di 

uji materiil tersebut di bawah undang-undang, baik norma hukum yang 

bersifat pengaturan produk regulator/regulasi, norma hukurn yang 

111 Wawancara dengan Ibu Chairani A. Wani, selaku Panitera Hakim Judicial Review 
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bersifat keputusan (beschiking), maupun norrna hukum yang berupa 

putusan hakirnJvonis. Hal ini berdasarkan Pasal 24A ayat (1) Undang- 

Undang Dasar 1945 yaitu bahwa Mahkamah Agung berwenang 

mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan 

di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang 

diberikan oleh undang-undang. 

Dengan melihat pengaturan dan pelaksanaan Hak Uji Materiil 

yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebelum dan sesudah perubahan 

Undang-Undang Dasar 1945 jelas terdapat perbedaan. Adapun 

perbedaan tersebut yaitu:'12 

Sebelum amandemen Undang- Undang Dasar 1945. 

Pengaturan secara konstitusional sendiri memang belum diatur dalam 

Undang-Undang Dasar 1945. Untuk pelaksanaannya, sebagaimana 

diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 bahwa dalam 

melakukan judicial review terhadap undang-undang kebawah harus 

dilakukan melalui prosedur kasasi terlebih dahulu. Maka dengan melihat 

dan mengikuti ketentuan yang ada dalam kedua pasal tersebut akan 

mengalami kesulitan teknis, karena ketika perkara gugatan diajukan 

kepada Mahkamah Agung, maka perkara sudah hams diputus di 

Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Kedua. Sedangkan 



Pengadilan Tingkat Pertarna, tentu akan menolak perkara gugatan yang 

diajukan karena tidak berwenang melakukan pengujian, oleh karena itu 

menjadi kompetensi absolut Mahkarnah Agung. 

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak menguji materiil terdapat dalarn 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993 tentang Hak Uji 

Materiil. Walaupun sebenarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 1993 tersebut pada dasarnya berisi "cara penyelesaian suatu soal 

dan merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan" yang 

belum diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang- 

undang Nomor 14 Tahun 1985 serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1986, tetapi pada kenyataannya terdapat pemberian wewenang baru 

kepada badan-badan peradilan tingkat pertama dan tingkat banding 

untuk memeriksa dan memutus gugatan tentang hak uji materiil. 

Seiring dengan semangat reformasi untuk menegakkan supremasi 

hukurn dalarn kehidupan berrnasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka 

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1993 dirasakan tidak lagi 

memenuhi upaya peningkatan dan efektivitas kewenangan Mahkamah 

Agung sebagaimana diharapkan, sehingga Peraturan Mahkamah Agung 

tersebut dicabut dan diganti dengan Perma Nomor 1 Tahun 1999 tentang 

Hak Uji Materiil. 



Sesudah amandemen Undang- Undang Dasar 1945. 

Pengaturan secara konstitusi sendiri sudah sangat jelas sebagaimana 

diatur dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. 

Sedangkan untuk pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil. Di samping 

ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, 

pengujian terhadap materi perundang-undangan dapat pula dilakukan 

secara prosessual dalam arti, tidak melalui gugatan institusional, tetapi 

dikaitkan dengan prinsip kebebasan hakim dalam memutus sesuatu 

perkara. Karena pelaksanaan pengujian itu sendiri dapat dilakukan 

dengan dua cara, yaitu secara institusional ataupun prosessual. 

Adapun pelaksanaan Hak Uji Materiil oleh Mahkamah Agung 

pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945, untuk Mahkamah Agung 

sendiri tidak terdapat kendala. Kalaupun terdapat kendala namun hal 

tersebut berasal dari pihak yang mengajukan permohonan (pemohon) 

dan itu hanya masalah kurang lengkapnya isi materi surat permohonan 

uji materiil yang diajukan ke Mahkarnah Agung. Jadi hanyalah 

permasalahan teknis, untuk Mahkamah Agung sendiri sejauh ini (pasca 

perubahan Undang-Undang Dasar 1945) tidak mengalami kendala 

dalam melaksanakan wewenangnya melakukan Hak Uji ~a t e r i i1 . l ' ~  



Adapun daftar pelaksanaan Uji Materiil yang dilakukan 

Mahkarnah Agung pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (dari 

tahun 1999 sampai dengan tahun 2005) berjumlah 36 permohonan Uji 

Materiil, dengan rincian adalah sebagai berikut l4 
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Diajukan 

PBHI 

DPP-AAI 
Indra Sahnun 
Lubis, SH 

Himpunan 
Pengusaha dan 
Pengelola Sarang 
Burung Wallet 
Alam Indonesia 
Kaltim 
Persatuan 
Purnawirawan 
POLRI 

No. 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

Amar MA 

Menolak 

Menolak 
Mengabulkan 

Mengabulkan 

Mengabulkan 

No. Registrasi 

02.P/Hwn/1999 

0 l.P/Hwn/1999 
03.P/Hd2000 

03.P/HUM/2001 

08.P/HUM/2001 

Tanggal 
Disahkan 

04-1 1- 1999 

01-12-1999 
23-3-2001 

20-4-2001 

1 1-7-2001 

Hak Uji Terhadap: 

Keppres-RI No. 9911999 ttg. 
Pemberian Uang 
Penghargaan atas Prestasi 
Keja Ketua, Wakil Ketua, 
dan Anggota DPR-RI 
Periode 1997-2002 
PP No. 1711999 ttg. BPPN 
PP No. 19/2000 ttg. Tim 
Gabungan Paberantasan 
Ti~~dak Pidana Korupsi 
Perda Kab. Berau No.2 Th. 
200 1 

Kepres No.40, Kepres 
No.4 1, Kepres N0.77 dan 
Kepres No.49 tahun 200 1, 



Kep. DPRD Kota Bandung 
No. 09/2002 ttg Perubahm 
Pertama Kep. DPRD Kot 
Bandung No. 02/1999 ttg 
Tata tertib DPRD Kota 
Bandung 
= Keppres-RI No. 

43W1999 ttg. 
Pengangkatan Sdr. 
Soeripto SH, sbg. PNS. 
Keppres-iU No. 
388W1999 ttg. Penetapan 
Sdr. Soeripto sbg. Sekjen 
Dep. Kehutanan & 

I pgkebunan 
04 .G/Hwn/200 1 1 PP No. 1 10/2000 a. 

Keudukan ~ e u a n ~ &  DPRD 

04.G/Hum/2001 PP No. 1 10/2000 ttg. 
Kedudukan Keuangan 
DPRD 

Drs. H. Hilman 
Djuaeni, MH. 
Melawan: 
DPRD Kota 
Bandung 

-- - 

YLBHI 

Drs. Ec. H. 
Arwan Karsi 
MICMS. 
Melawan: 
Presiden RI 
1.Drs. Ec. H. 

Anvan Karsi 
MK.MS. 

2.Drs. Syahrial, 
SH. 

3 .Ny. Titi Nadjib 
Lubuk. 

4. Masfar Rasyid, 1 SH. 
5.Dr. Rajo Tuo. 
Melawan: 
Presiden RI 

Kep. DPRD Kab. Kltaen No. 1. Para Pengurus 
2372000 ttg. Peraturan Tata 
Tertib Pencalonan & 
Pemilihan Kepala Daerah & 
Wakil Kepala Daerah Masa 
Jabatan 2000-2005 

Pasal26 UU No.17/1970 ttg 
Kekuasaan Kehakiman 

Anak cabang 
PDI-P Cab. 
Klaten-Jateng. 

2. Paguyuban 
Partai se-Kab. 
Klaten-Jateng. 

Menolak 

Menolak 

3. ~r. Suwono Sp.  
1. Drs. Eddy Menolak 

Sadeli, SH. 
2. Linda Poli 

Rosidi, SH. 
Melawan: 
Menteri 
Perhubungan RI 



Mengabulkan 

Menolak 

Menolak 

Menolak 

Menolak 

Prof. H. Abu 
Daud Busroh, 
SH. 
Melawan: 
Rektor 
Universitas 
Sriwijaya 

DPW-PPP 
Propinsi Maluku 
Utara-Ternate. 
Melawan: 
Presiden RI 

Brigjend. TNI 
(m) T e d ~  
Yusuc dan Kamil 
Setiadi. 

Nanang Joko 
Prinantoro. 
Melawan: 
Bupati Tebo, 
Ketua DPRD 
Kab. Tebo 
Ketua DPD-PDI- 
P Sulawesi Utara. 
Melawan: 

Kep. Rektor Univ. Sriwijay 
No. 
5125/PT. 11.1.11C.Gl2002 
tanggal 2-12-2002 ttg. 
Tatatertib Pemilihan Calon 
Rektor Univ. Sriwijaya 
Masa tugas 2003-2007 
Keppre-RI No. 1 1012000 ttg. 
Penetapan Jumlah & 
Tatacara Pengisian 
Keanggotaan DPRD 
Propinsi & Kabupaten, Kota 
yaug dibentuk setelah 
Pemilu 1999 
= Staatblad 1849-25 Th 

1984. 
Staatblad 1917-130 Th 
1917. 
Staatblad 1920-75 1 Th 
1920. 
~t&tblad 1933-75 Th. 
1933 

1.Perda Kab. Tebo No. 
2012001 ttg. Izin Usaha 
Pernanfaatau Hasil Hutan. 

2. Perda Kab. Tebo No. 
2112001 ttg. Izin Pungutan 
Hasil Hutan. 

Keppres-RI No. 11 0/2000 
ttg. Penetapan Jumlah & 
Tatacara Pengisian 

09.G/Hum/2002 

08.G/Hum/2000 

02.P/Hum/1999 

09.G/Hum/2003 

03.G/Hum/2001 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

1 1-3-2003 

13-5-2003 

09-3-2004 

25-3-2004 

29-3-2004 



Pengawasan Obat & 
Makanan No. HK. 

Paguyuban Peduli 
Rakyat (PAPER). 
Melawan: 
DPRD Propinsi 
Jawa Timur 

KH. 
Abdurrakbman 
Wahid. 
Dr. Alwi 
Shihab 

Melawan: 
Ketua KPU RI 

Himpunan 
Pengusaha 
Tarnbang 
Purwakarta 
(HIPTA) 

Abdul Rofiq 
Santya, dkk. 
Melawan: 
Mendagn & 
Otonomi Daerah 
Untung Sarono 
Wiyono Sukarno 
sebagai Bupati 
Sragen 
DPRD Kab. 
Agam Prop. 
Sumbar 
Melawan: 
Presiden RI 

SK. DPRD Propinsi Jatim 
No. 312003 ttg. Peraturan 
Tatatertib Pemilihan 
Gubemur & Wakil Gubemur 
Jatirn Periode 2003-2008. 
Keputusan Komisi Pemilu 
(KPN) No. 26 I2004 ttg. 
Tatacara Pencalonan Pemilu 
Presiden & Wakil Presiden 
Tahun 2004. 

SK. Bupati Kab. Purwakarta 
No. 541 13JKep. 122 
Dipenda/200 1 ttg. Nilai 
Pasar Masing-masing Jenis 
Bahan Galian Golo. C di 
Kab. Purwakarta. 
Kep.Mendagn & Otonpmi 
Daerah No. 33.062 tanggal 
1-5 -200 1 ttg. Pemberhentian 
Pejabat Bupati & 
Pengesahan Bupati Sragen- 
Prop. Jateng. 

PP No.48 Th. 1999 Ttg 
Perubahan Batas Wilayah 
Kota Bukit Tinggi dan Kab. 
Agam 

Mengabulkan 

Menolak 

Menolak 

Menolak 

Menolak 

07.G/Hum/2003 

07.P/Hum/2004 

13.P/Hum/200 1 

12.P/Hd200 1 

02.G/HUM/2002 

2 1. 

22. 

23. 

- 
24. 

25. 

29-3-2004 

09-4-2004 

19-5-2004 

19-5-2004 

13-1-2005 



Menolak 

Menolak 

Menolak 

Menolak 

Menolak 

Menolak 

13 1.71 -283.2001 .ttg. 

Syafiian HB. 
Melawan: 
Walikota 
Banjarmasin 
Alvin Rieling, 
PhD, Msc. 
Melawan: 
Nef9-a RI, 
Pemerintah RI 
dau Presiden 
Lembaga Studi & 
Aksi Rakyat 
Kalteng 
Melawan: 
Presiden RI 
H. H e q  Alfian, 
AK, S.Sos. Msi. 
Melawan: 
KPU Daerah 
Rejang Lebong 

Mahasiswa UGM, 
Yogyakarta 
Melawan: 
Pemerintah RI & 
Presiden RI 
AndiNajmi 
Fuaidi, dkk. 
Melawan: 
Pimpinan MPR 
RI 

29. 

30. 

3 1. 

32. 

33. 

34. 

06.G/Hum/2001 

1 0.P/Hum/2005 

08.G/HUM/2000- 

15.P/Hd2005 

04.P/Hum/2005 

10.P/Hum/2001 

24-2-2005 

15-4-2005 

12-5-2006 

16-6-2005 

28-6-2005 

02-12-2005 

SK. Walikota Banjarmasin 
No. 0 1 1912000 ttg. Tarif Air 
Minum Banjarmasin, Kota 
Banjarmasin. 
Peraturan Presiden RI No. 
2212005 ttg. Harga Jual 
Bahan Bakar Minyak Dalam 
Negeri 

Kepres RI No.6OM2000 
Ttg Pemberhentian dan 
Pengangkatan Gubernur dau 
Wakil Gubernur Prop. 
p t e n g  

"~eraturan Pemerintah No. 
612005 tg. 
Perni1ihanPengesaha.n 
Pengangkatan & 
Pemberhentian Kepala 
~ a e r &  & Wakil Kepala 
Daerah. 
PP. No. 15312000 ttg. 
Penetapan UGM sebagai 
Badan Hukum Milik Negara 
terhadap UU No. 211989 ttg. 
Sistem Pendidikan Nasional. 
1. Kep.PimpinanMPR-RI 

No. 7/Pimp/200 1. 
2. Kep. BP. MPR-RI No. 

3/BPl209/200 1. 



Menolak 

Menolak 

Menolak 

Menolak 

Menolak 
- ,  

Menolak 

Mengabulkan 

No.S.237/MK.)1/2004 

Pasal 16 Huruf i, PP. No. 
7212005 ttg. Desa, Terhadap 
Ketentuan-ketentuan yang 
diatur dab UU No. 3 112002 
ttg. Partai Politik. 
Pasal16 Huruf i, PP No. 
7212005 ttg. Desa, Terhadap 
Ketentuan-ketentuau yang 
diatur dam UU No. 3 112002 
ttg. Partai Politik. 
Pasall6 Huruf a, PP No. 
7212005 ttg. Desa. 

Pasal44 Huruf i, PP No. 
7212005 ttg. Desa. 

Keputusan KPN No.25 
Th.2004 Ttg Kampanye 
Pemilu Presiden clan Wakil 
Presidenyang dikeluarkan 
oleh KPU tgl19 Mei 2004 
PP No.63 Th.2003 ttg 
Pelaksanaan Pajak 
Pertambahau Nilai & Pajak 
Penjualan atas Baraug 
Mewah di kawasan Berikat 
(Bonded Zone) 
Surat Edaran Dyen Pajak 
No.SE 03/PJ.SI/2004 tg1.30- 

09.P/Hum/2006 

10.P/Hum/2006 

1 l.P/Hum/2006 

12.P/Hum/2006 

13.P/HUM/2004 

17.P/HUM/2004 

25.P/HUM/2004 

37. 

38. 

39. 

40. 

41. 

42. 

43. 

H. Sudir Santoso, 
SH. 
Melawan: 
Presiden RI 

H. Sudir Santoso, 
SH. 
Melawan: 
Presiden RI 

Budidoyo. 
Melawan: 
Presiden RI 
(Pemerintah) 
Budidoyo. 
Melawan: 
Presiden RI 
(Pemerintah) 
Anggota Panitia 
Pengawas Pemilu 
Melawan: 
KPU 

Omkin 
Melawan: 
Presiden RI 

Asosiasi 
Pertambangan 

25-4-2006 

25-4-2006 

25-4-2006 

25-4-2006 

7-6-2004 

13-1-2005 

1-3-2005 






















































